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ABSTRAK 

 

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 
paling banyak di butuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan strategi 
dalam dalam suatu organisasi demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. 
Pilihan strategi yang baik akan memberikan gambaran yang baik untuk 
mewujudkan tujuan yang igin dicapai oleh suatu lembaga. Ada beberapa strategi 
yang digunakan oleh YARA dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
maksimal di RSUDZA Banda Aceh. Adapu rumusan masaalah dalam penelitian 
ini : 1) Apa yang melatarbelakangi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam 
meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RSUDZA. 2) Apa saja 
strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam meningkatkan pelayan kesehatan 
yang  maksimal terhadap masyarakat miskin di RSUDZA Banda Aceh. Penelitian 
ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
yang menghasilkan data kualitatif yang diperoleh dengan metode wawancara. 
Dalam pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling . Hasil penelitian 
ini, latar belakang YARA dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang 
maksimal di RSUDZA adalah mengacu kepada undang-undang kesehatan, selain 
itu juga berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi pelayanan kesehatan yang 
buruk. YARA berusaha meringakan beban moril maupun materil yang dirasakan 
oleh masyarakat yang kurang mampu ketika membutuhkan pelayanan kesehatan 
di rumah sakit, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat yang 
kurang mampu sesuai dengan tuntutan peraturan yang ada, ini menjadi salah satu 
tujuan program YARA. Maka berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah, YARA berusaha mewujudkan implimentasi aturan tersebut agar 
masyarakat mampu memproses layanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan 
kebutuhannya. Kemudian beberapa strategi yang digunakan oleh YARA dalam 
meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal diantaranya : Meminta 
kebijakan Rumah Sakit mengenai regulasi yang belum ada terkait permasalahan 
yang ada, Berargumentasi sesuai dengan ketentuan yang ada, Menghubungkan 
pasien dengan sistem sumber yang dibutuhkan oleh pasien, Mendampingi pasien 
yang membutuhkan pendampingan, Memberi pemahaman kepada pasien 
bagaimana cara mendapatkan jaminan sehingga Rumah Sakit memberikan 
pelayanan yang sesuai, Memberikan rekomendasi kepada pasien yang ditangani 
oleh YARA.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Indonesia adalah negara berkembang dimana sebagian besar masyarakat 

masih berada dalam tatanan ekonomi menengah ke bawah. Masalah kemiskinan 

merupakan masalah yang paling serius dan dituntut untuk segera diselesaikan. 

Selain kemiskinan, Indonesia memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan 

rakyatnya seperti masalah kesejahteraan, kesenjangan sosial dan yang paling 

serius yaitu masalah kesehatan masyarakat.1 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan 

amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa wadah Negara 

Republik  Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat 

dalam suasana perikehidupan bangsa aman, tentram dan damai. Ruang lingkup 

pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya harus secara berencana, 

menyeluruh, berlanjut. Diharapkan mencapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah 

dan batiniah mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang 

meningkat, dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang berjalan 

terus menerus.2 

                                                 
  1 Andi Rizal, Kesehatan dan Kemiskinan, www.republikaonline.com./artikel-kesehatan,  
hal. 1, diakses 15 Maret 2016.  
 
  2 Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: Mediyatama, 2011),  
hal.7  
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Untuk mencapai hasil yang maksimal, pembangunan nasional harus 

dilaksanakan bersama masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana 

utama pembangunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 

membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang, saling mengisi dan 

saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan 

pembangunan nasional. Dengan menggunakan pedoman kepada pokok Undang-

Undang Dasar 1945 dan pedoman operasional Garis-garis Besar Haluan Negara, 

pembangunan disegala bidang dilaksanakan sebagai upaya menuju kesejahteraan 

bangsa dalam masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila. Salah 

satu modal utama dalam rangka mencapai kesejahteraan adalah kesehatan, yang 

merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia.3 

Pemerintah menyadari bahwa setiap orang berhak untuk dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri, hidupnya yang layak dan peningkatan martabatnya menuju 

terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera adil dan makmur, serta adanya  

suatu jaminan sosial yang menyeluruh mengenai kesehatan di masyarakat 

terutama dikalangan masyarakat yang mengalami kemiskinan.  

Kesehatan bagi masyarakat merupakan suatu hal yang penting, karena 

pada dasarnya kesehatan masyarakat menyangkut semua segi kehidupan, sehingga 

mempunyai ruang lingkup yang luas. Untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal menjadi tanggung jawab pemerintah serta seluruh 

masyarakat. Dengan demikian keadaan yang memungkinkan dapat hidup sehat 

                                                 
3Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Nomor  IV 

/ MPR/ 1999. tahun 1999. 
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bukan saja menjadi hak dari setiap anggota masyarakat tetapi juga ikut serta 

dalam mempertahankan hak tersebut. 

Pembangunan kesehatan di Indonesia di dasarkan atas Sistem Kesehatan 

Nasioanl (SKN) “…pada dasarnya kesehatan menyangkut semua segi kehidupan, 

baik di masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang.” Sebagai tujuan 

pembangunan dinyatakan: “tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap 

penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, 

sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional.”4 

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum tersebut, harus 

diwujudkan melalui pembangunan nasional berkesinambungan. Pembangunan 

kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya 

bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia, serta sebagai 

modal pelaksanaan pembangunan nasional yang hakikatnya adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.5 

Hak untuk memperoleh hidup sehat itu telah diatur dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang 

Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan. Karena setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh 

perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab mengatur 

                                                 
4Departemen Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional, (Jakarta: Depkes, 2002), hal. 2. 

  5 Koentjaraningrat, Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Kesehatan, (Jakarta: PT 
Gramedia, 2005), hal. 1. 
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agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat 

miskin dan tidak mampu.6 

Terkait dengan uraian di atas dijelaskan bahwa  kesehatan masyarakat 

miskin masih rendah diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan 

kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi berbagai faktor seperti, tidak 

adanya kemampuan secara ekonomi dan biaya kesehatan yang mahal. Untuk 

menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2005 telah 

diupayakan untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut melalui pelaksanaan 

kebijakan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). 

JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara nasional 

terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

menyeluruh bagi masyarakat miskin, sebab pada hakekatnya pelayanan kesehatan 

masyarakat miskin menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh 

pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan ini 

tidak dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas dan dapat 

diakses oleh masyarakat luas.7 

Oleh karena itu untuk membela hak rakyat miskin dari segi kesehatan  

pemerintah Aceh memiliki berbagai layanan kesehatan masyarakat, seperti Rumah 

Sakit, Pusat Kesehatan Masyakat (Puskesmas) dan Pustu. Disamping itu 

                                                 
6Departemen Kesehatan, Tiga Undang-undang Kesehatan, (Bandung: Kuraiko Pratama, 

2002), hal. 45. 
7 Agnifa F, Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Kota Pekan Baru, Artikel (Pekanbaru : 2014), hal. 16. 
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pemerintah juga mengizinkan pihak-pihak swasta untuk Rumah-rumah sakit 

swasta dan klinik-klinik Swasta serta organisasi lain yang bergerak dibidang 

pelayanan seperti Panti Jompo, Panti Rehab, LBH Anak, Yayasan Advokasi 

Rakyat Aceh (YARA), dan juga pusat-pusat layanan kesehatan sosial masyarakat 

lainnya. Berdasarkan daftar lembaga kesehatan pemerintahan, yang disebutkan 

pada kajian ini salah satunya yaitu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). 

YARA adalah salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial-kemanusiaan, 

tergerak untuk melakukan upaya menjembatani antara masyarakat miskin dengan 

pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan agar masyarakat 

miskin bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Oleh karena itu 

YARA merupakan suatu lembaga yang peduli dan mampu membantu untuk 

mendapatkan hak-hak pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapainya, berupa upaya memperjuangkan pelayanan yang murah dan 

berkualitas. Melalui program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, 

yayasan ini mencoba membantu memberi solusi untuk program kesehatan 

pemerintah (rumah sakit dan puskesmas) yang sampai saat ini kelihatannya 

pemerintah tersebut masih belum dapat memenuhi harapan masyarakat dari segi 

pelayanan. Kelihatannya banyak anggota masyarakat yang mengeluh dan merasa 

tidak puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit ataupun 

PUSKESMAS. Karena itu peneliti tertarik untuk mendalami dan menelusuri, agar 

menemukan sesuatu yang bermanfaat dan bisa dipertanggungkan secara ilmiah. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa yang melatarbelakangi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh sehingga 

mengadvokasi masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan 

kesehatan di RSUDZA? 

2. Bagaimana Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang maksimalterhadap masyarakat miskin di 

RSUDZA Banda Aceh? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengetahui Apa yang melatarbelakangi Yayasan 

Advokasi Rakyat Aceh sehingga mengadvokasi masyarakat miskin dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUDZA, serta mengetahui bagaimana 

Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terhadap masyarakat miskin dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RSUDZA Banda. 

 
D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan, 

khususnya mengenai program pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

pelayanan kesehatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan sebagai bahan 

kajian civitas akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya untuk Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).  
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2. Secara Praktis  

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada (YARA) serta pihak-

pihak terkait lainnya dalam rangka perbaikan dan meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan.Kemudian dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

penulis, dan menjadi masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas 

dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

 
E. Penjelasan Istilah Penelitian 

1. Strategi 

Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa 

Yunani “Strategos”diambil dari kata stratosyang berarti militer dan Ag yang 

berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai  

general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam 

membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.8 

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah  

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial menentukan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, 

perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). 

Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.9 Sedangkan strategi 

                                                 
8 Setiawan Hari Purnomo, Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar, (Jakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 8 
9 David Hunger dan Thomas L.Wheelen, Manajemen Strategi, penerjemah Jualiato Agus 

S, (Yogyakarta: Andi, 2010), hal. 192 
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menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan 

yang akan dijalankanguna mencapai tujuan.10 

Dengan melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

strategi adalah sesuai dengan yang direncanakan untuk mencapai tujuan, 

ataulangkah-langkah yang harus dilalui menuju target yang diinginkan. Strategi 

yang baik akan memberikangambaran tindakan utama dan pola keputusan yang 

akan dipilih untuk mewujudkan tujuan organisasi. Strategi juga sebagai 

perumusan visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. 

 
2. Yayasan 

Yayasan adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum yang terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di 

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang mempunyai anggota.Yayasan 

menurut undang-undang yayasan adalah suatu “badan hukum” untuk dapat 

menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang 

ditentukan oleh undang-undang yasasan.11 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yayasan adalah badan 

hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan dirikan 

untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah dan 

rumah sakit).12 

                                                 
10 Anwar Arifin, Strategi Komunikasi, (Bandung: Armilo, 1984), hal. 59. 
11Kansil dan Christine, Kamus Istilah Aneka Hukum.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2000),hal. 198. 
12Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, eds ke 4, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.  
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Yayasan yang dimaksud di sini adalah Yayasan Advokasi Rakyat Aceh 

(YARA), sebuah yayasan yang ikut memperjuangkan masyarakat Aceh untuk 

mendapatkan sekejahtraan, kemandirian dan keadilan sosial baik secara ekonomi, 

politik maupun kebudayaan. 

 
3. Pengertian Advokasi 

Advokasi dapat berarti membangun suatu basis pendukung terhadap 

kebijakan publik yang diambil guna menyelesaikan persoalan yang ada.13 Arti 

kata advokasi secara kamus Bahasa Indonesia ialah pembelaan.14 Definisi lain 

menyangkut advokasi, usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-

perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, atau 

pelaksanaannya. Advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis 

yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut 

peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan 

itu bekerja. 

Advokasi yang dimaksudkan di sini adalah usaha yang terarah, 

terorganisir sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk mempengaruhi dan 

mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan dibidang pelayanan 

kesehatan di RZUDZA. 

 

  

4. Pelayanan 

                                                 
13Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.(Jakarta: Balai Pustaka Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007), hal. 747. 
14Departemen Pendidikan, Kamus Besar,...hal.  
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Pelayanan adalah usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada 

orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi 

masalahnya sendiri.15Dalam hal ini pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat miskin dan untuk menjadikan kondisi pelayanan 

kesehatan sebagai salah satu tujuan kesejahteraan bagi masyarakat. 

 Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang 

diperlukan orang lain. Pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan 

oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata, dan 

hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.16 

 
5. Kesehatan   

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan 

kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan 

termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah 

prosesmembantu  sesorang,  dengan  bertindak  secara  sendiri-sendiri  ataupun  

secara kolektif, untuk membuat  keputusan  berdasarkan  pengetahuan  mengenai  

hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.  

                                                 
15Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  (Jakarta:  Balai Pustaka, 

2003). hal. 731. 
16Yeni, “Hubungan Jasa Pelayanan Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien Di Puskesmas 

Masaran I Sragen”, Skripsi (Online), email:digilib.unila.ac.id, diakses tanggal 27 Januari 2017. 
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Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry Green dan 

para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi 

pengalaman belajar yang dirancang untuk mempermudah adaptasi sukarela 

terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Data terakhir menunjukkan 

bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat 

jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan 

kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang 

dianggap 'teranaktirikan' dalam haljaminan kesehatan adalah mereka dari 

golongan  masyarakat  kecil dan  pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah 

ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak 

saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari 

pelayanan kesehatan itu sendiri.17 

 
6. Masyarakat 

Secara umum, Pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu yang 

hidup bersama.Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata 

"syaraka". Syaraka, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam 

bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan "society"  yang pengertiannya adalah 

interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Untuk mengamati lebih 

luas mengenai pengertian masyarakat, mari kita mengkaji beberapa pendapat para 

ahli mengenai pengertian masyarakat.18 

                                                 
17Sulastomo,Managemen Kesehatan, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,  2000), hal. 24. 
18Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia…, hal. 456. 
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Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan 

terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat juga di 

artikan sebagai sekelomok orang yang memiliki bahasa yang sama, yang merasa 

termasuk dalam kelompok itu atau yang berpegang pada bahasa standar yang 

sama.19 

Banyak pendapat dari para pakar tentang pengertian masyarakat, karena 

masing-masing mempunyai pola berpijak yang berbeda, salah satunya menurut 

Sedyawati yang di maksud dengan masyarakat adalah keseluruhan himpunan 

manusia yang diikat oleh kesatuan sejarah dan kebudayaan yang beradal dalam 

wilayah tertentu, pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang 

berseimbangan dalam masyarakat.20 

Masyarakat yang dimaksud oleh peneliti adalah masyarakat yang secara 

garis besar berada di bawah garis kemiskinan yang secara informasi terbatas 

dalam mengakses layanan kesehatan yang maksimal dan membutuhkan 

pemdampingan dari pihak lain. 

7. Miskin 

Miskin adalah tidak berharta serba kekurangan (berpenghasilan sangat 

rendah) para mahasiswa melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang-

orang.21 

Situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi 

makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan 

                                                 
19Departemen Pendidikan, Kamus Besar,.. hal. 
20Edi Sedyawati, Budaya Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 11.  
21 Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,..hal. 531 
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tingkat kehidupan yang minimum.22 Dalam buku Edi Suharto kemiskinan adalah 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi minimal untuk hidup layak. Swanso 

dengan referensi yang sama menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan 

dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan kesulitan memenuhi 

kebutuhan sosial.23 Kemiskinan pada dasarnya menunjukan pada kondisi 

kesengsaraan atau ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, baik akibat 

ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan 

negara atau masyarakat memberikan perlindungan kepada warganya.24 

Miskin yang dimaksud oleh peneliti adalah mereka yang kurang mampu 

sehingga mendapatkan pelayanan yang berbeda dari pihak rumah sakit, mereka 

yang di biarkan menunggu berjam-jam tidak segera ditangani dan kadang juga 

mendapatkan perlakukan yang kurang mengenakan dari pihak Rumah Sakit 

terhadap pasien miskin. 

 

                                                 
22Departemen Pendidikan, Kamus Besar,.. hal.  
23Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, cet 1(Bandung: PT 

Alfabeta, 2009), hal. 15 
24Ibid, hal 16 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Terdahulu yang Relevan 

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Pradika Yezi dengan Judul Skirpsi 

Implementasi Regulasi Jaminan Sosial terhadap Pelayanan Kesehatan bagi Warga 

Miskin di Kota Semarang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitiannya adalah 

(1) Bagaimana bentuk regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi 

warga miskin di Kota Semarang, (2) Bagaimana implementasi regulasi jaminan 

sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang. (3) 

Bagaimana hambatan dalam implementasi regulasi jaminan sosial terhadap 

pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota Semarang. Tujuan penelitiannya 

agar mengetahui bentuk, implementasi, dan hambatan dalam regulasi jaminan 

sosial terhadap pelayanan kesehatan bagi warga miskin di Kota 

Semarang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan yuridis sosiologis.Sumber data peneltitiannya adalah (a) Wawancara 

Petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang dan warga miskin pengguna layanan 

jamkesmaskot. (b) Studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah 

mengenai hukum kesehatan. 

Untuk menganalisa data, digunakan tahapan telaah data, reduksi data, 

penyusunan satuan, keabsahan data dan kesimpulan dengan teknik triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan 

kesehatan bagi warga miskin diwilayah Kota Semarang adalah Peraturan Daerah 
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Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 

28 Tahun 2009. Implementasi dari regulasi tersebut diwujudkan dalam program 

jaminan kesehatan masyarakat Kota Semarang, yang dirasakan oleh masyarakat 

miskin sangat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi dirinya. 

Hambatan yang dialami oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan maupun warga 

miskin secara umum mengenai proses administrasi yang dianggap cukup rumit.25 

Kajian lain juga ditulis sebelumnya oleh Rini Yulianti, Analisis 

pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di kota Bandar Lampung (studi kasus : 

rumah sakit umum abdul moeloek), permasalahan untuk dapat mewujudkan 

keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya dinilai 

mempunyai peranan cukup penting adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Namun dengan terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan menimbulkan adanya 

krisis kesehatan bagi penduduk miskin yaitu banyak kebutuhan kesehatan 

masyarakat miskin baik diperkotaan maupun dipedesaan yang belum dapat 

terpenuhi. Sebagai akibat krisis ekonomi telah membuat masyarakat miskin 

semakin menderita karena semakin sulit menjangkau biaya pelayanan kesehatan 

antara lain di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta.  

Untuk itu setiap rumah sakit pemerintah di Kota Bandar Lampung diberi 

subsidi dana oleh pemerintah untuk dapat melayani keluarga miskin yang berobat 

secara cuma-cuma termasuk RSUAM merupakan rumah sakit rujukan tertinggi 

dan terakhir banyak menagani pasien keluarga miskin, hal ini terlihat dengan 

                                                 
  25Pradika Yezi, “Implementasi Regulasi Jaminan Sosial terhadap Pelayanan Kesehatan 
bagi Warga Miskin di Kota Semarang”, Skripsi, (Online), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 
Hukum, Universitas Negeri Semarang, (2013), email:www.google.co.id. Diakses 2 November 
2016 
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semakin meningkatnya jumlah pasien keluarga miskin Kota Bandar Lampung 

yang menjalani rawat inap di RSUAM pada tahun 2005. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ngafiyah tentang Akses Masyarakat 

Miskin terhadap Pelayanan Kesehatan Program BPJS Kesehatan di Kelurahan 

Bumirejo Kabupaten Kebumen, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, (1) 

Bagaimana akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan program BPJS 

Kesehatan di Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen, (2) Faktor-faktor apa 

yang menjadi kendala masyarakat miskin di Kelurahan Bumirejo untuk ikut serta 

dalam program BPJS Kesehatan.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data 

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara 

interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang menjadi 

peserta PBI BPJS Kesehatan kini semakin mudah menggunakan layanan 

kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 

akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan program BPJS Kesehatan 

di Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen sudah semakin baik. Meskipun 

demikian masih dijumpai beberapa kendala yang mengakibatkan masyarakat 

miskin di Kelurahan Bumirejo tidak mengikuti program BPJS Kesehatan. Kendala 

tersebut antar lain karena masyarakat miskin di Kelurahan Bumirejo tidak tahu 

program BPJS Kesehatan, tidak tahu panduan BPJS Kesehatan, terbatasnya kuota 

penerima PBI BPJS Kesehatan,  tidak memiliki kartu identitas dan jarak fasilitas 

pelayanan kesehatan mitra BPJS Kesehatan yang jauh dengan tempat tinggal. Dari 
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hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut; (1) kepada 

pemerintah Kelurahan Bumirejo perlu mengusulkan kepada Disnakertransos 

Kabupaten Kebumen agar masyarakat miskin di Kelurahan Bumirejo yang belum 

menerima jaminan kesehatan PBI BPJS Kesehatan bisa menerimanya, (2) kepada 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kebumen sebagai 

operator dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, hendaknya 

memberikan sosialisasi secara menyeluruh, sehingga semua masyarakat bisa tahu 

dan memahami program BPJS Kesehatan, (3) kepada masyarakat miskin di 

Kelurahan Bumirejo hendaknya memanfaatkan adanya program BPJS Kesehatan 

sehingga implementasi program BPJS Kesehatan dapat sesuai dengan tujuan, (4) 

Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen hendaknya mengupayakan agar semua 

pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Kebumen agar bekerjasama dengan 

BPJS Kesehatan, sehingga bisa mempermudah masyarakat peserta BPJS 

Kesehatan untuk mengakses pelayanan kesehatan.26 

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitiannya adalah 

apakah pelayanan kesehatan diberikan RSUAM telah memenuhi tingkat kepuasan 

pasien keluarga miskin.Tujuan dalam penelitiannya adalah untuk mengetahui 

kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan RSUAM terhadap pasien keluarga 

miskin, khususnya pasien gakin rawat inap. Metode penelitian yang dilakukan 

dalam penulisan skripsi ini adalah perolehan data yaitu dengan cara mendatangi 

langsung RSUAM untuk melakukan wawancara dan menyebarkan kuisioner guna 

                                                 
26Nur Ngafiyah,“tentang Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Kesehatan 

Program BPJS Kesehatan di Kelurahan Bumirejo Kabupaten Kebumen”, Skripsi, (Online), 
Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, (2015), 
email:lib.unnes.ac.id. diakses 31 Juli 2017. 
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memperoleh data primer. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan 

purposif sampling.Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan kualitatif 

dengan menggunakan analisis tabel dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada 

95 orang sampel. 

Dari hasil penyebaran kuisioner diperoleh hasil bahwa kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek belum baik terutama 

pada pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan yang dilakukan oleh 

para dokter dan perawat kepada pasien dinilai masih kurang baik. Serta pelayanan 

dokter jaga yang ada di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek menurut para 

responden kurang baik. Dan ketanggapan Dokter dan Perawat dalam menghadapi 

setiap keluhan pasien dan keluarga pasien juga kurang baik, menurut pasien 

dokter dan perawat kurang ramah, dan tidak cepat dan tanggap terhadap keluhan 

dari pasien dan keluarga pasien.27 Jadi perbedaan dengan penelitian ini untuk hal 

relevan yang pertama yaitu meneliti tentang regulasi jaminan sosial bagi warga 

miskin, dalam hal ini lebih kepada pelayanan kesehatan bagi warga miskin dengan 

memberikan jaminan sosial, dan untuk penelitian yang kedua lebih menjelaskan 

terhadap analisis pelayanan kesehatan oleh rumah sakit umum abdul moeloek 

terhadap masyarakat miskin. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada 

memperbaiki atau meningkatkanstrategi yayasan advokasi rakyat aceh dalam 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di RSUDZA Banda Aceh. 

 

                                                 
  27Rini Yulianti, “Analisis pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin di kota Bandar 
Lampung (studi kasus : rumah sakit umum abdul moeloek)", Skripsi, (Online), Unila. RSU Abdul 
Moeloek. (2005), email:.google.co.id. Diakses 2 November 2016. 
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Darihasil penelitian yang lainnya advokasi yang dilakukanolehsebuah 

yayasan di Aceh yaitu Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) membuahkan 

hasil yang sangat positif bagi masyarakat korban konflik dan menjadi sebuah 

bantuan yang dapat mempermudah segala proses kebutuhan korban sebagaimana 

yang diharapkan. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga sangat mengupayakan 

agar masyarakat korban konflik atau yang terdiskriminasi untuk mendapatkan 

hak-hak mereka sebagaimana semestinya, hal ini terlihat dari hasil kinerja YARA 

itu sendiri dalam menagani kasus beberapa tahun yang lalu.28 

Persamaan dengan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas adalah 

sama-sama melakukan penelitian kondisi pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

miskin yang diberikan oleh pemerintah daerah khususnya pada Rumah Sakit 

umum masing-masing. 

 
B. Pengertian Strategi 

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karenanya diperlukan 

strategi dalam suatu organisasi demi meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan.Alasan perlunya strategi tersebut guna memaksimalkan sumber daya 

yang ada untuk pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan terarah. Pilihan 

suatu strategi yang baik akan memberikan gambaran untuk mewujudkan tujuan 

suatu  organisasi.29 

                                                 
28Luthfi Mathfalutsi AP, Upaya Advokasi Lembaga Masyarakat YARA Terhadap 

Masyarakat Korban Konflik di Kota Banda Aceh (Skripsi), 2013 
29Lena Juniawati, ”Evaluasi Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan”, artikel (Online), 

(2016), email:ejournal.unesa.ac.id. Diakses 10 Januari 2017. 
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Strategi menurut Purnomo Setiawan Hari sebenarnya berasal dari bahasa 

Yunani “Strategos”diambil dari kata stratosyang berarti militer dan Ag yang 

berarti memimpin. Jadi strategi dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai  

general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam 

membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan memenangkan perang.30 

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi adalah  

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial menentukan kinerja perusahaan 

dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, 

perumusan strategi (perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang). 

Implementasi strategi dan evaluasi serta pengendalian.31 Sedangkan strategi 

menurut Anwar Arifin adalah keseluruhan kepuasan kondisional tentang tindakan 

yang akan dijalankanguna mencapai tujuan.32 

 
C. Pengertian Advokasi 

 Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk 

mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak 

kemasyarakat secara bertahap maju. Oleh karena itu advokasi lebih merupakan 

usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan alat demokrasi, proses-proses 

politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem demokrasi yang berlaku di suatu 

negara. Advokasi merupakan kegiatan yang meletakkan korban kebijakan sebagai 

subjek utama, sehingga kepentingan rakyat harus menjadi agenda pokok dan 

penentu arah dari kegiatan. Hal-hal inilah yang mendasari lahirnya advokasi 

                                                 
30 Setiawan Hari Purnomo, Manajemen Strategi,... hal. 8 
31 David Hunger dan Thomas L.Wheelen, Manajemen Strategi,...hal. 192 
32 Anwar Arifin, Strategi Komunikasi, ...hal. 59. 
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keadilan sosial yang kegiatan utamanya adalah memperjuangkan terciptanya 

keadilan sosial melalui perubahan-perubahan kebijakan publik. Dalam  konteks 

pemberdayaan orang miskin, advokasi tidak hanya berarti membela atau 

mendampingi orang miskin, melainkan bersama-sama dengan mereka melakukan 

upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.33 

Advokasi adalah strategi untuk mempengaruhi para pengambil 

keputusankhususnya pada saat mereka menetapkan peraturan, mengatur sumber 

daya dan mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut khalayak 

masyarakat.34 

 Advokasi juga diartikan sebagai upaya pendekatan (approaches) terhadap 

orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu 

program atau kegiatan yang dilaksanakan. Peran advokat pada satu sisi berpijak 

pada tradisi pembaruan sosial dan pada sisi lainnya berpijak pada pelayanan 

sosial. Peran ini merupakan peran yang aktif dan terarah (directive), di mana 

community worker menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili 

kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi 

institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak 

memperdulikan (bersifat negative atau menolak tuntutan warga). Dalam 

menjalankan fungsi advokasi, seorang community worker tidak jarang harus 

                                                 
33Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial”, Jurnal Dakwah (online), VOL. 21, NO. 30, Juli-

Desember (2014), email:jurnal.ar-raniry.ac.id. diakses 31 Juli 2017. 
34Ronny F. Ronodirjo, Ahmad Sjahid, “Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis 

Komunikasi Persuasif Pendekatan Neuro Linguistic Programming (NLP)”, ebook,  (Online), 
email:www.unicef.org. diakses pada 31 Juli 2017. 
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melakukan persuasi terhadap kelompok professional ataupun kelompok elit 

tertentu agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

Beberapa pengertian advokasi menurut pakar: 

a. Mansour Faqih, dkk Advokasi adalah usaha sistematis dan terorganisir 

untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam 

kebijakan publik secara bertahap-maju (incremental). 

b. Sheila Espine-Villaluz Advokasi diartikan sebagai aksi strategis dan 

terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan 

suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para 

pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan 

membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

c. Makinuddin & Sasonko, advokasi sebagai proses litigasi dan alat untuk 

melakukan perubahan kebijakan, beberapa kalangan juga 

menggunakan dan mengartikan advokasi sebagai pemihakan, 

pengorganisasian, pendidikan, pendampingan, pemberdayaan, 

penguatan, penyadaran, pencerahan, dan sebagainya. 

1. Bentuk-bentuk Advokasi 

 Advokasi bisa dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu advokasi kasus dan 

advokasi kelas. 

a. Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial 

untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan 

sosial yang telah menjadi haknya. Alasannya: terjadi diskriminasi atau 
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ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis atau kelompok 

profesional terhadap klien  dan klien sendiri tidak mampu merespon situasi 

tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen dan 

bernegosiasi atas nama klien individual. Karenanya, advokasi ini sering 

disebut pula sebagai advokasi klien (client advocacy). 

b. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau 

sekelompok orang  untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam 

menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus 

advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-

perubahan hukum  dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun 

nasional.  Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik  yang ditujukan 

untuk  mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. 

Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, 

bukan  sebagai seorang  praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya  

dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang 

memiliki agenda yang sejalan.35 

2. Advokasi dalam Islam 

 Sekarang ini banyak dijumpai kasus hukum dimana masing-masing dari 

pelaku menggandeng seseorang sebagai penlongnya yang biasa disebut sebagai 

pengacara.Landasan hukum dalam pandangan islam tentang advokasi terdapat 

pada surat an-Nisa ayat 35. 

 

                                                 
35 Teuku Zulyadi, “Advokasi Sosial.... diakses 31 Juli 2017. 
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صْلاَحًا 
	
نْ يرُيِدَا ا

	
مَافاَبعَْثوُاحَكمَاًمِنْ ا�هِْ�ِ وَحَكمَاً مِنْ ا�هْلِهاَ ا نْ خِفْتمُْ شِقَاقَ بيَنهِِْ

	
وَا

َ كاَنَ  ن, ا-,
	
ُ بيَنهَْمَُا ا قِ ا-, )النساء(علَِيماً خَبِيرًايوَُفِّ  

“Dan jika kamu khawtir timbuhnya persengketaan di antara keduanya (suami-
istri), maka utuslah kepada mereka seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. 
Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal”. 
 

Dengan ridha keduanya. Hakam atau juru damai harus seorang muslim 

yang mukallaf (baligh dan berakal) dan adil serta mengetahui apa yang terjadi 

pada kedua suami-istri, ia mewakili masing-masing suami atau istri. Dalam 

menyikapi, hakam memperhatikan sebab yang menjadikan kedua suami-istri 

bertengkar, kemudian menekan masing-masing untuk melaksanakan yang wajib, 

jika ternyata salah satunya tidak mampu mengerjakan yang wajib, maka kedua 

hakam tesebut berupaya menjadikan istri menerima (qana'ah) terhadap rezeki 

sedikit yang disanggupi suami atau menjadikan suami menerima sikap istri. Jika 

ada peluang untuk bersatu kembali dan islah, maka harus dilakukan. Namun jika 

kondisinya sampai kepada kondisi yang tidak mungkin untuk disatukan, bahkan 

jika disatukan malah akan bermusuhan, terjadi maksiat dan perkara buruk lainnya, 

dan kedua hakam itu memandang bahwa berpisah itu lebih baik bagi kedua suami-

istri, maka hal itu dilakukan. Keputusan dua orang hakam tidak disyaratkan harus 

ada keridhaan dari pihak suami, karena Allah menamainya hakam (juru damai dan 

hakim), di samping itu hakim adalah seorang yang memutuskan masalah 

meskipun orang yang diputuskan tidak ridha. 
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Dengan sebab saran yang baik dari hakam dan kata-kata lembut yang 

masuk ke dalam hati.Di antara pengetahuan dan ketelitian-Nya adalah 

mensyari'atkan hukum-hukum ketika terjadi pertengkaran suami dan istri serta 

menetapkan syari'at yang sangat indah. 

Berdasarkan ayat dan tafsirnya tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai-

nilai inti advokasi memang dalamislam sudah ada. Meskipun tidak secara 

langsung menyebutkan kata advokasi atau pengacara. Namun, pelaksanaanya 

sudah tersirat pada ayat di atas, kerena sejatinya advokasi tidak hanya berkisar 

dalam pembelaan pada klient, tapi juga bisa berupa mewakili urusan klien, 

mendampingi, dan menjalankan kuasa sebagaimana tertera pada UU no.18 tahun 

2013.36 

D. Masyarakat Miskin dan Akses Kesehatan 

 Miskin adalah tidak berharta serba kekurangan (berpenghasilan sangat 

rendah) para mahasiswa melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang-

orang.37Situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi 

makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan 

tingkat kehidupan yang minimum.38 Dalam buku Edi Suharto kemiskinan adalah 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi minimal untuk hidup layak. Swanso 

dengan referensi yang sama menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan 

dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan dan kesulitan memenuhi 

                                                 
36Achmad Baihaqi, Advokasi dalam Islam (Sebuah Sejarah Perjalan Hukum), (Semarang: 

PKPI UWH, 2003), hal.  
37 Poerwadarminta,  W.J.S. Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,..hal. 531 
38Departemen Pendidikan, Kamus Besar,.. hal.  
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kebutuhan sosial.39 Kemiskinan pada dasarnya menunjukan pada kondisi 

kesengsaraan atau ketidakberdayaan yang dialami oleh seseorang, baik akibat 

ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup maupun akibat ketidakmampuan 

negara atau masyarakat memberikan perlindungan kepada warganya.40 

 Kemiskinan lazim dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada di bawah garis 

kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 

yang paling pokok seperti pangan,pakaian dan tempat bereduh. Menurut Emil 

Salim kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai 

inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, dan motivasi 

fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur.41 

1. Definisi Kesehatan Masyarakat 

Tujuan dari kesehatan masyarakat adalah: (a) Tujuan Umum kesehatan 

masyarakat adalah  meningkatkan kemandirian individu, keluarga, dan 

masyarakat untuk mengatasi masalah keperawatan kesehatan agar tercapai derajat 

kesehatan optimal. (2) Tujuan khusus kesehatan masyarakat adalah meningkatnya 

pengetahuan individu, sikap, perilaku individu, keluarga, kelompok masyarakat 

tentang kesehatan.42 

                                                 
39Edi Suharto, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, cet 1(Bandung: PT 

Alfabeta, 2009), hal. 15 
40Ibid, hal 16 
41Sulaiman M Munandar, Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial, (Bandung: 

Eresco, 1993), hal. 174. 
42Departemen  Kesehatan  Republik  Indonesia,Profil  Kesehatan  Jakarta,  ( Jakarta : 

Depkes RI, 2007), hal. 1 
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Kesehatan masyarakat adalah suatu kelompok masyarakat untuk selalu 

berada dalam keadaan sejahtera baik badan, jiwa sosial serta hidup produktif 

dilihat dari segi sosial dan ekonomis.Pelayanan kesehatan masyarakat (public 

health service) Pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh kelompok 

dan masyarakat  yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

yang  mengacu pada tindakan promotif dan preventif.43 

 Kesehatan masyarakat ditujukan untuk mempertahankan, meningkatkan  

kesehatan, serta memberikan bantuan melalui intervensi keperawatan sebagai 

dasar keahliannya dalam membantu individu, keluarga, kelompok dan masyarakat 

dalam mengatasi berbagai masalah keperawatan kesehatan yang terdapat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tujuan dari kesehatan masyarakat adalah: (a) Tujuan Umum kesehatan 

masyarakat adalah  meningkatkan kemandirian individu, keluarga, dan 

masyarakat untuk mengatasi masalah keperawatan kesehatan agar tercapai derajat 

kesehatan optimal. (2) Tujuan khusus kesehatan masyarakat adalah meningkatnya 

pengetahuan individu, sikap, perilaku individu, keluarga, kelompok masyarakat 

tentang kesehatan.44 

 
2. Indikator Masyarakat Miskin 

 Kemiskinan merupakan persoalan yang multi dimensional yang tidak saja 

melibatkan faktor ekonomi semata, tapi juga sosial, budaya dan politik. Karena itu 

akan menemukan kesulitan ketika fenomena kemiskinan diobyektifkan dalam 

                                                 
43 Gronroos, C. terjemahan Ahmad, Service Management And Marketing : Managing The 

Moment Of Truth In Service Competition.(Massachusetts: Lexington. 1990), hal. 77. 
44Departemen  Kesehatan ...hal. 1 



28 
 

bentuk angka-angka. Misalnya pengkuran dan penetuan garis batas kemiskinan. 

Tidak mudah menentukan berapa rupiah pendapatan yang harus dimiliki oleh 

setiap orang agar terhindar dari garis batas kemiskinan. Dalam persoalan ini 

kemiskinan tidak saja menyangkut persoalan kuantitatif tetapi juga kualitatif. 

 Pada saat ini banyak cara untuk pengukuran kemiskinan dengan standar 

yang berbeda-beda. Ada dua kategori tingkat kemiskinan yaitu kemiskinan 

absolut dan relatif. Seseoranag dikatakan miskin secara absolut apabila tingkat 

pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kkebutuhan pokoknya seperti 

pangan,sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif 

adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, 

yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat 

pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dan kelompok 

masyarakat yang miskin karena mempunyai tingak pendapatan yang relatif lebih 

rebdah dari pada batas garis kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran 

pendapatan,  maka keadaan ini dikenal dengan ketimpangan distribusi pendapatan. 

Menurut Heru Nugroho bahwa yang sering menjadi alat utama ukuran kemiskinan 

adalah ukuran kemiskinan jenis pertama atau kemiskinan absolut. 

Kriteria yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur 

garis kemiskinan absolut adalah pengeluaran minimum yang diperlu untuk 

memenuhi kebutuhan hiidup sehari-hari. Kebutuhan untuk hidup ini diukur 

dengan pengeluaran untuk makanan setara 2.100 kalori perkapita per hari 

ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan yang meliputi 

perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian dan barang tahan lama. Dengan 
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demikian garis kemiskinan disini berarti terdiri dari dua komponen yaitu garis 

kemiskinan makanan dan garis miskin non makanan. Definisi kemiskinan dengan 

menggunakan pendekatan dasar ini diterapkan oleh Departemen Sosial terumata 

dalam mendefinisikan fakir miskin. Kemiskinan dalam ukuran Departemen Sosial 

memiliki arti ketidakmampuan indivisu dalam memenuhi kebutuhan dasar 

minimal untuk hidup layak.45 

Menurut Sajogyo mendefisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat 

komsumsi perkapita setahun yang sama dengan harga beras. Model ini dikenal 

dengan golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan perkapita pertahun 

beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali yang memiliki 

pendapatan perkapita pertahun 240 kg hingga 360 kg dan lapisan miskinyang 

memiliki pendapatan beras perlapita pertahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 

480 kg. 

Dari macam-macam cara mengukur garis kemiskinan di  atas, tampaknya 

ukuran-ukuran tersebutcenderung bersifat ekonomis semata. Pada hal kebutuhan 

manusia sangat beraneka macam antara lain berkaitan dengan dimensi politis, 

kebudayaan dan sosial, disamping itu juga dimensi ekonomis.46 

 
3. Masyarakat Miskin di Aceh 

 Pada maret 2016 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran 

per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 848 ribu 

orang (16,73 persen), berkurang sebanyak 11 ribu orang dibandingkan dengan 

                                                 
45Misbahul Ulum dkk, Model-model Kesejahteraan Sosial Islam, (Yogjakarta: Fakultas 

Dakwah, 2007), hal. 110-112. 
46Ibid, hal. 113. 
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penduduk miskin pada September 2015 yang jumlahnya 859 ribu orang 

(17,11 persen).47 

 Kemiskinan di Aceh sebagian besar merupakan fenomena pedesaan, 

dengan lebih dari 30% rumah tangga di pedesaan hidup di bawah garis 

kemiskinan. Hal ini dibandingkan dengan tingkat rumah tangga miskin di wilayah 

perkotaan yang kurang dari 15 persen. Karakteristik lainnya yang terkait dengan 

tingginya tingkat kemiskinan yaitu ukuran rumah tangga yang lebih besar, tingkat 

pendidikan yang lebih rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan 

rumah tangga dengan mata pencaharian di bidang pertanian. Hubungan antara 

karakteristik ini dengan kemiskinan masih tetap relatif stabil setelah masa tsunami 

yang menunjukkan bahwa faktor pokok penentu kemiskinan tidak berubah 

meskipun terjadi perubahan yang cepat dalam aspek politik dan sosialekonomi. 

 Aceh merupakan salah satu daerah dengan belanja per kapita pemerintah 

terbesar baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Hal ini belum 

menghasilkan pencapaian sosial yang lebih baik dikedua bidang tersebut apabila 

dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, meskipun sepertinya 

telah mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat Aceh dalam bidang 

kesehatan dan pendidikan, baik kelompok miskin maupun kaya. Perbaikan sasaran 

belanja untuk kelompok yang lebih miskin serta penyempurnaan pola belanja 

(khususnya peningkatan gaji PNS yang sepertinya tidak mengatasi hambatan 

utama dalam pencapian pelayanan umum yang lebih baik), akan meningkatkan efi 

                                                 
47Badan Pusat Statistik tahun 2015, (Online),email:aceh.bps.go.id/ diakses 31 Juli 2017. 

 



31 
 

siensi dan memungkinkan pencapaian yang lebih baik dengan anggaran yang 

ditetapkan.48 

 
4. Akses Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 

 Masyarakat miskin cenderung memiliki derajat kesehatan yang rendah. 

Penyebab utama dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin selain 

ketidakcukupan pangan adalah keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. 

Problem keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan 

harus segera diatasi. 

 Akses adalah kemudahan dalam menggunakan dan atau memasuki  

sesuatu hal. Akses terhadap pelayanan kesehatan adalah kemudahan yang 

diberikan kepada setiap masyarakat dalam menggunakan kesempatannya untuk 

memasuki dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Masyarakat miskin memiliki 

akses yang sangat terbatas dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang 

kesehatan, yang dalam hal ini pelayanannya dilakukan oleh rumah sakit umum. 

Akses tidak hanya dalam bentuk partisipasi dalam format kebijakan sebuah 

peraturan, namun juga meliputi akses layanan kesehatan yang diterima, yang 

disebabkan oleh birokrasi yang terkesan “memarginalkan” keluarga miskin, dalam 

hal memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka.49 

 
 
 
 

                                                 
48Bank Dunia, “Kajian Kemiskinan Di Aceh Tahun 2008”, (Online), Januari (2008), 

email:feedback@worldbank.org. Diakses 1 Agustus 2017. 
49Marlina Indah Susanti, profil Kesehatan Indonesia, (Jakarta: Kementerian Kesehatan, 

2009), hal. 37. 
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E. Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlu standar 

kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentukan berbagai lembaga sosial. 

Organisasi pelayanan dan pelayanan sosial didesain secara konkret untuk 

mmenjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkat taraf hidup 

masyarakat.50 

 Baiduri menyebutkan bahwa LSM dalam artian yang politis ialah 

organisasi keswadayaan masyarakat yang diorientasikan sebagai tandingan 

pemerintah, bahkan bisa diartikan berlawanan atau pesaing pemerintah.abdul 

Hakimmengatakan LSM sulit didefinisikan tetapi bisa diartikan sebagai 

pergerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat yang akhirnya 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

1. Macam-macam Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Menurut Korten LSM memiliki beberapa klarifikasi yaitu: 

a. Organisasi suka rela yang terbentuk karena melakukan misi sosial, 

terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama. 

b. Organisasi rakyat, yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai 

pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota dan cukup mandiri. 

c. Kontraktor pelayanan umum, yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba, 

berorientasi pasar demi kepentingan umum. 

                                                 
50Isbandi Rukminto Adi, Kesejahtteraan Sosial Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), hal. 107. 
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d. Lembaga swadaya masyarakat pemerintah, dibentukoleh pemerintah dan 

berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah. 

 Bentuk-bentuk lembaga swadaya masyarakat. Pertama, LSM plat merah 

yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyerap dana funding, kemudian dana itu 

dikantongi oleh mereka sendiri tanpa mengembangkan suatu kritik terhadap 

pemerintah. Kedua, LSM plat Kuning yang terlihat menjadi kontraktor dari 

pembangunan sosial. Biasanya mereka pintar berpikir dan dapat mengembangkan 

suatu proposal yang baik. Tetapi tidak berakar di masyarakat. Ketiga LSM plat 

hitam, ini dapat dikatakan murni swasta, mereka mempunyai idealisme dan 

pengalaman di LSM. Hanya saja jumlah orang yang seperti ini sangat kecil dan 

bahkan dijauhi oleh pemerintah karena memiliki pandangan politik atau pemikiran 

yang berseberangan.51 

2. Fungsi dan Tugas Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga swadaya masyarakat (LSM) di 

Indonesia yaitu: 

a. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan 

melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan 

terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah. 

b. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan 

hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu 

juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada 

masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. 
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c. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta 

memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan 

salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat 

itu sendiri. 

d. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana 

yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru 

membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu 

yang meresahkan masyarakat. 

e. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak 

dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya 

masyarakat. 

f. Lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga 

dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini 

sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya masyarakat 

tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan 

menjadikan LSM seperti halnya mayat hidup, yang ada keberadaannya 

namun tidak memiliki nyawa di dalamnya. 

g. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam 

perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal 

ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial. 

h. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan asiprasinya, 

kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai 
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dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada 

lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan 

komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan. 

 

3. Advokasi Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat  

 Kelompok masyarakat yang dibentuk secara sukarela dan tidak 

berorientasi laba, yang diorganisasikan dalam tataran lokal, nasional, atau 

internasional.Berorientasi tugas dan digerakkan oleh orang-orang yang 

mempunyai kepentingan bersama, LSM menjalankan berbagai jasa dan fungsi 

kemanusiaan, membawa keprihatinan dalam masyarakat kepada pemerintah, 

memonitor berbagai kebijakan dan mendorong partisipasi polotik dalam tataran 

masyarakat.Mereka menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai 

mekanisme peringatan awal dan membantu memonitor serta menerapkan 

perjanjian internasional.Beberapa LSM berkecimpung dalam isu tertentu, seperti 

hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52Khrisna Anggara, “Pemberdayaan Lembaga”, Program Pascasarjana, (Online), 

Universitas Indonesia, (2008), email:lib.ui.ac.id. diakses 31 Juli 2017.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

 Dalam usaha penelitian karya ilmiah, sebuah pendekatan sangat 

dibutuhkan dan digunakan dalam mengatasi masalah. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis. 

Pendekatandeskriptif analisis ialah metode yang digunakan untuk meneliti sebuah 

objek untuk menemukan gejala atau fakta-fakta apa adanya. Penemuan gejala-

gelaja ini berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk 

usaha mengemukakan hubungan antara satu dengan yang lain didalam aspek-

aspek yang diselidiki tersebut. Kemudian menggunakan metode analisis yang 

berusaha memecah masalah dengan membandingkan persamaan dengan 

perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur suatu gejala, menilai gejala, 

menetapkan standar dan menetapkan hubungan antara gejala-gejala yang 

ditemukan dan lain-lain.53Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu.54 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi 

lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau 

                                                 
53 Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitiancet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 24. 
54 Sumandi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 75. 
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masyarakat.55Metode penelitian dasarnya merupakan cara ilmiah untuk  

mendapatkan data  dengan tujuan dan kegunaan tertentu.56 Metode penelitian 

adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data  dengan tujuan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciriciri keilmuan 

yaitu rasional, empiris, dan sistematis.57 

 
B. Lokasi Penelitian 

Batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti Batasan masalah ini 

berguna untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk dalam ruang 

lingkup masalah penelitian dan faktor mana yang tidak termasuk dalam ruang 

lingkup masalah penelitian sehingga fokus penelitian menjadi semakin jelas, dan 

rumusan masalahnya dapat dibuat dengan jelas pula.58 

Ruang lingkup penelitian bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini 

tidak mengalami penyimpangan sehingga terhindar dari pembahasan yang terlalu 

luas dan mengarah pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini 

fokus pada apa yang melatarbelakangi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RSUDZAdan strategi 

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam meningkatkan pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat miskin di RSUDZA Banda Aceh. 

                                                 
55 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

hal.46. 
56Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (Bandung: Alfabeta. 

2013), hal. 02. 
57 Darmadi, Hamid.Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 

2013),hal. 153. 
58 Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), hal. 24-25. 
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Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel 

Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, alasan peneliti memilih RSUDZA sebagai lokasi 

penelitian dikarenakan atas pertimbangan pengamatan selama ini terhadap 

pelayanan kesehatan Di RSUDZA terhadap masyarakat miskin belum begitu baik 

walaupun sudah ada regulasi yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. 

 
C. Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk 

memperoleh data penelitian.Dalam penelitian ini peneliti menggunakanpurposive 

sampling atau sampel yang dituju.Purposive sampling adalah penentuan sampel 

berdasarkan pada pertimbangan perolehan data yang menurut peneliti sesuai 

dengan tujuan penelitian.59Adapun yang menjadi informan penelitian ini untuk 

memperoleh data dilakukan melalui wawancara dengan Direktur, Sekjen dan 

Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dan melakukan wawancara melalui 

telpon dengan pasien atau keluarga pasien yang berada di RSUDZA, informan 

yang dipilih khusus pasien yang ditangani oleh YARA berjumlah 6 orang dan 

mereka yang mau memberikan informasi kepada penelitian dengan tujuan 

penelitian yang dimaksud. 

Tabel 3.1. Data informan yang peneliti wawancarai.60 

 
No. Nama Tempat Tinggal jenis Kelamin Keterangan 

1. Safaruddin Banda Aceh Laki-laki Direktur YARA 

                                                 
59 Irawan soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 

hal. 57. 
60Tabel ini dibuat oleh peneliti berdasarkan informasi dari hasil wawancara. 
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2. Fachrur Razi Banda Aceh Laki-laki Sekjen YARA 

3. Miswar Banda Aceh Laki-laki Advokat YARA 

4. Bima permadi Banda Aceh  Laki-laki Pasien kecelakaan 

5. Sri Maulita Siglie Perempuan Bocor Jantung 

6. Mulyadi Aceh Timur Laki-laki Kanker Hati 

7. Khairul Aceh Timur Laki-laki Kecelakaan 

8. Iwan Aceh Timur Laki-laki Kecelakaan 

9. Mustafa Aceh Timur Laki-Laki TB 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling  strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.61 

Jadi pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari narasumber.Penggumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah.Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Teknik wawancara, (2) 

Dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti yaitu:  

 
1. Teknik  Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data, 

dalam hal ini peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal dari 

                                                 
61Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D..., hal.62. 
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informan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.62 Wawancara 

adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 

dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan.63 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan 

pertanyaan yang terstruktur dan terbuka karena peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun secara sistematis lengkap untuk mengumpulkan data 

yang dicari dan ditambah dengan pertanyaan lain di luar dari pedoman wawancara 

yang sudah ada. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada petugas Yayasan 

Advokasi Rakyat Aceh dan pasien yang telah dibantu oleh YARA. 

Teknik wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas  

data yang diperoleh yaitu data tentang Yayasan Advokasi Rakyat Aceh serta 

strategi yang digunakan untuk mengadvokasi Pelayanan Kesehatan yang 

dilakukan oleh RSUZA kepada masyarakat miskin. Wawancara merupakan 

kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti 

serta narasumber baik bertatap muka maupun melalui media sehingga dapat 

melakukan tanya jawab dan merekam semua hasil wawancara menggunakan HP 

Xiomi. 

 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Analisis data merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan 

memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.Dalam penelitian ini 

                                                 
62Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D..., hal.194. 
63 Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian..., hal.83. 
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menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatis. Dengan kata lain tujuan 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencadraan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat variabel yang dijadikan sebagai 

sasaran penelitian. 

 Data-data hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan metode 

penelitian selanjutnya di analisis dengan menggunakan teknik analisis data 

kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitataif adalah proses pelacakan dan 

pengaturan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkkan pemahaman terhadap bahan-

bahan tersebut agar dapat diinterprestasikan temuannya kepada orang lain.64 

Beberapa langkah proses analisis data yaitu: 

 
1. Data wawancara 

a. Mengumpulkan semua hasil wawancara dengan informan. 

b. Mencatat hasil wawancara sekaligus memilah-milah data yang telah 

terkumpul dengan informan. 

c. Menganalisis kembali data tersebut sesuai dengan klarifikasinya. 

d. Memaparkan hasil analisis tersebut dalam laporan penelitian. 

 

 

                                                 
64 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009) 

hal. 217. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh 

1. Latar Belakang Lahirnya YARA 

YARA (Yayasan Advokasi Rakyat Aceh) lahir dari cita-cita bersama 

masyarakat dengan berbagai profesi, latar belakang dan disiplin pendidikan dan 

pengalaman.Perpaduan dari berbagai unsur tersebut melahirkan sebuah konsep 

menuju perubahan sosial bagi masyarakat.Berangkat dari rasa kepedulian dan 

tangggung jawab bersama terhadap kondisi realitas hukum, pendidikan dan 

pembangunan ditengah-tengah masyarakat yang masih jauh dari standar 

kesejahteraan.Maka YARA berkewajiban untuk memperjuangkan hak-hak sosial 

masyarakat menuju kehidupan madani yang diridhai Allah SWT. 

Visi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh adalah memperjuangkan 

masyarakat Aceh yang sejahtera, mandiri dan berkeadilan sosial baik secara 

politik, ekonomi dan  budaya. Sedangkan misi dari Yayasan Advokasi Rakyat 

Aceh terdapat beberapapoin yaitu: 

a. Memberikan advokasi litigasi dan Non litigasi kepada rakyat Aceh. 

b. Meningkat posisi rakyat Aceh dalam sektor politik, ekonomi lokal 

nasional dan internasional. 

c. Memudahkan nilai-nilai HAM Rakyat Aceh dalam berbagai aspek 

kehidupan. 

d. Mensejahterakan Rakyat Aceh sesuai dengan harkat dan martabat. 
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Kekuatan yang dimiliki oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yaitu 

memiliki staff yang sudah berpengalaman dalam berbagai bidang hukum, sosial 

kemasyarakatan dan politik. Staf Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga telah 

matang dengan training-training yang mendukung program dilapangan dan siap 

untuk berbuat dengan mengedepankan tugas dan tanggungjawab. Ditambah lagi 

dengan hubungan yang telah dibina dengan beberapa elemen/lembaga yang 

mempunyai peranan dan tujuan yang sama. 

Susunan organisasi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), terdiri dari: 

a. Direktur: Safaruddin, SH 

b. Sekretaris: Fachrurraazi 

c. Kabid SDM dan Advokasi: Denny Agustriarman, S.H.I 

d. Kabid hukum dan HAM: Yudhistira Maulana 

e. Kabid IT dan Data Base: Mahmud 

f. Kabid Kesehatan: Tuti Mahyani, S.Psi 

g. Kabid Pendidikan: Rifa Chintya,SH 

 
YARA merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang bergerak 

di bidang hukum, HAM, kesehatan, sosialdan beberapa ruang lingkup lainnya. 

YARA berlokasi di Jln. Pelangi No. 88 Kp. Keramat Banda Aceh dengan fasilitas 

perkantoran seadanya. 

 
2. Ruang Lingkup dan kegiatan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh 

 Yayasan Advokasi Rakyat Aceh melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan sosial kemasyarakatan mengedepankan prinsip-prinsip 
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persamaan untuk mendapatkan keadilan hukum, pendidikan, pembangunan sosial 

dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengentasan kemiskinan. 

Berdasarkan hal tersebut Yayasan Advokasi Rakyat Aceh memiliki ruang lingkup 

kegiatan dalam bidang: 

a. Hukum 

 Bertujuan melayani dan memberikan bantuan hukum, mewujudkan negara 

dengan sistem pemerintah yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, 

menciptakan sistem politik yang demokratis dan keadilan social.Mewujudkan 

sistem hukum yang memberikan sistem perlindungan luas atas Hak-hak Azazi 

Manusia.Memberikan pendidikan dan pelatihan hukumbagi masyarakat 

Aceh.Mengadvokasi implimentasi undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang 

pemerintah Aceh dan butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. 

b. Hak Azazi Manusia 

 Membela dan memperjuangkan korban pelanggaran Hak Azazi Manusia di 

Aceh melalui advokasi litigasidan non litigasi, memperjuangkan hak-hak korban 

konplik Aceh.Mendorong lahirnya pengadilan Hak Azazi Manusia dan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh, serta memperjuangkan terbentuknya Joint 

Claims Settlement Commission atau Komisi Bersama Penyelesaian Klaim di 

Aceh.Melakukan inisiatif dalam pemenuhan hak azazi manusia, keadilan sosial, 

ekonimi, politik, hukum dan keamanan, serta penyelesaian konplik bersenjata, 

pada pokoknya mewujudkan dan membela Hak Azazi Manusia serta mewujudkan 

keadilan sosial. 
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c. Kesehatan 

 Melakukan advokasi publik terhadap hak kesehatan sebagaimana di jamin 

dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, menyediakan 

tempat layanan kesehatan medis maupun non medis. 

d. Sosial 

Sebagai sistem pendukung bagi terciptanya gagasan dan inovasi 

dikalangan organisasi non pemerintah dangerakan sosial Indonesia, mendukung 

organisasi non pemerintah dan kelompok warga negara (citizen group) Indonesia 

dalam memperoleh latihan dan kecakapan ilmu sosial dan berpikir tentang 

pengalamangood practecs dalam gagasan dan inovasi tentang perubahan sosial di 

Indonesia dan luar Indonesia. 

Menyelenggarakan penelitian dan pelatihan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan keahlian dan keterampilan tingkat lanjut kepada 

pimpinan dan staf ornop dalam bidang kebijakan dan manajemen, menyediakan 

hasil riset yang relevan dengan upaya-upaya dan kerja organisasi dan 

pemerintah.Menyediakan jaringan-jaringan penelitian dari Universitas dalam dan 

luar Negeri yang relevan dengan riset danprogram aksi organisasi non 

pemerintah.Selain bidang hukum, HAM, kesehatan dan sosial. YARA juga 

mempunyai ruang lingkup tentang pertahanan, perikanan, perlindungan 

perempuan dan anak, lingkungan, pendidikan, ketenagakerjaan, syariat islam, dan 

layanan konsumen. 
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3. Sumber Dana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh 

Dana kemakmuran dalam melakukan advokasi YARA berkerja sama 

dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementian Hukum dan HAM RI, 

setiap kasus dibayar 5 juta. 

 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

1. Latar Belakang Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam Meningkatkan 

Pelayanan Kesehatan yang Maksimal di RSUDZA. 

 
Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) merupakan 

rumah sakit milik pemerintah Provinsi Aceh yang menjadi tempat rujukan bagi 

masyarakat Aceh.Rumah Sakit merupakan suatu tempat pemberi pelayanan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan  suatu hal yang sangat penting bagi 

masyarakat, dimana setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang layak. Sudah sewajarnya setiap masyarakat mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang baik dari pemerintah.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

dilaksanakan secara tanggung jawab dan non diskrimininasi.Namun pada 

kenyataannya yang terjadi banyak kekecewaan yang dirasakan oleh masyarakat 

seperti lambatnya pelayanan, susahnya prosedur,dan banyaknya persoalan yang 

timbul dalam pelayanan kesehatan. Sehingga banyak masyarakat yang datang ke 

YARA dengan berbagai persoalan baik terkait kesehatan dan permasalahan 

lainnya. 
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Setiap institusi baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat, hal ini tercantum dalam Undang-

undangtentang pelayanan publik pada tahun 2009.Tidak terkecuali instansi rumah 

sakit, sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, tidak boleh tidak 

Rumah Sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya.Rumah 

Sakit merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk menjaga 

masyarakat agar tetap sehat.Upaya ini dilakukan dengan memberikan pelayanan 

yang baik, menyiapkan fasilitas yang memadai baik alat maupun alat penunjang 

lainnya sehingga kepuasan pasien dapat tercapai. Dalam konteks kekinian, 

masyarakat dalam beberapa perbincangan yang terbatas, baik di warung kopi, 

rumah dan ruang publik lainnya sering kali mengeluh dengan pelayanan rumah 

sakit baik daerah maupun kota yang kurang profesional, ramah, bersih, nyaman 

dan birokrasi yang berbelit-belit. Banyak masyarakat yang memberikan nilai 

negatif terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dan kondisi ini telah 

berlangsung lama.Berangkat dari aturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, 

YARA berusaha mewujudkan implimentasi aturan tersebut agar masyarakat 

mampu mengakses layanan kesehatan yang baik sesuai dengan kebutuhannya. 

Menurut hasil wawancara dengan Sekjen YARA banyak permasalahan 

yang terjadi di Rumah Sakit hari ini, baik dalam sistem administrasi, regulasi 

hukum maupun pelayanannya.Banyak kasus yang terkait dengan jaminan sosial 

kesehatan, masyarakat tidak paham dengan regulasi yang ditetapkan oleh BPJS, 

banyak aturan-aturan yang diubah oleh BPJS tanpa sosialisasi kemasyarakat 
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sebagai penggunanya sehingga kemudia timbul masalah baru ketika menggunakan 

jaminan tersebut.Ditambah lagi dengan integrasi dari JKRA ke JKN. 

Sebelum lahirnya JKA pada tahun 2010 YARA sudah mulaiaktif 

melakukan advokasi terhadap pelayanan kesehatan. Awal munculnya ide untuk 

melakukan advokasi  di bidang pelayanan kesehatan pertama muncul dikalangan 

anggota YARA sendiri, baru kemudian bergerak secara perlahan hingga menyebar 

luas ke masyarakat seluruh Aceh. Menurut poengakuan Sekjen YARA yang 

bernama Fakrul Razi, pasien pertama mereka adalah pasien tulang belakang (TB) 

yang membutuhkan dana besar untuk operasi di RSDUZA, pada saat itu belum 

adanya JKRA tapi baru rancanngan pembahasan  di pemerintah dan pasien 

tersebut membutuhkan jaminan agar bisa dilakukan operasi, biaya yang 

dibutuhkan sekitar 45 juta dan kemudian YARA melakukan upaya advoksi agar 

pasien ini dapat dilakukan operasi, karena berdasar diagnosa dokter jika satu 

minggu tidak dilakukan operasi maka pasien akan meninggal atau akan cacat 

seumur hidup.65 

Sejauh ini, peran pihak YARA sangat bermanfaat terutama dalam 

meningkatkan pelayanan dibeberapa Rumah Sakit yang ada di Aceh.YARA juga 

memiliki perwakilan disetiap Kabupaten/Kota untuk membantu melakukan 

advokasi hukum terhadapa masyarakat yang kurang mampu, jadi perwakilan 

YARA disetiap Kabupaten/Kota juga melakukan hal serupa.RSUDZA merupakan 

fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah dan juga merupakan pusat 

pelayanan publik (masyarakat).Dalam hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah 
                                                 

65 Hasil wawancara dengan pak Fakrul Razi (Sekjen YARA) di kantor YARA pada 
tanggal 4 Januari 2017. 
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yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik dipusat, daerah dan lingkungan 

badan usaha milik negara. Rumah Sakit sebagai pelaksana kesehatan, mau tidak 

mau wajib memberi pelayanan ksehatan yang baik terhadap masyarakat, yang 

melakukan pembayaran dan penjaminan adalah BPJS. 

Dewasa ini masyarakat semakin terbuka dalam memberikan kritik bagi 

pelayanan publik, tidak sedikit masyarakat yang mangadu ke YARA dengan 

berbagai keluhan pelayanan rumah sakit yang tidak baik, mulai dari pelayanan 

yang diberikan tidak sepenuh hati oleh pihak RumahSakit, terlebih lagi bagi  

pemegang kartu Jaminan Sosial. Hal ini memunculkan satu reaksi YARA untuk 

bertindak tegas. Hasil wawancara dengan penasehat hukum YARA bahwa sering 

kali terjadi kegaduhan ketika pihak YARA  meminta kebijakan terkait 

permasalahan kesehatan di RSUDZA.66 

YARA menginginkan pelayanan kesehatan yang baik dapat dirasakan oleh 

semua lapisan masyarakat.Mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, 

mereka yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, mereka yang akses 

informasi terbatas, sudah seharusnya mendapatkan layanan kesehatan yang baik di 

Rumah Sakit pemerintah, tanpa membeda-bedakan status sosial.Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka YARA berusaha meminta kebijakan terkait setiap 

permasalahan yang ada di Rumah Sakit.67Direktur YARA memiliki persepsi 

bahwa YARA adalah sebuah keranjang sampah yang siapapun bisa melaporkan 

segala masalah dan YARA siap menanganinya.YARA juga memiliki perwakilan 

di setiap Kab/Kota. 
                                                 

66Wawancara dengan Miswar (Advokat YARA) tanggal 15 Desember 2016. 
67 Wawancara dengan Fakrul Razi, pada  tanggal4 Januari 2017. 
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Upaya Advokasi yang dilakukan oleh YARA untuk meringankan beban 

moril maupun meteril yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu ketika 

membutuhkan bantuan kesehatan dan Rumah Sakit.Meningkatkan akses dan mutu 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu sesuai dengan tuntutan 

peraturan yang ada, menjadi salah satu tujuan dan program ddari YARA. 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 

tentang Pokok-pokok Kesehatan yang menyebutkan bahwa kesehatan rakyat 

adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan 

bangsa,sehingga pemerintah harus mengusahakan bidang kesehatan dengan 

sebaik-baiknya, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat umum.68Namun, harus diakui bahwa 

pelayanan kesehatan di pusat kesehatan sangat rendah, terutama bagi masyarakat 

miskin.Sistem manajemen yang berbelit-belit dan kurangnya pemahaman oleh 

masyarakat miskin tentang tata cara bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan 

secara gratis di Rumah Sakit menjadi kendala bagi masyarakat miskin untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. 

Yang menjadi tujuan dari advokasi tersebut adalah untuk meningkatkan 

pelayanan yang bermutu sesuai dengan aturan, persoalan masyarakat yang hari ini 

yang notabenenya tidak mampu, banyak mereka yang belum paham Undang-

undang, regulasi maupun aturan tentang kesehatan agar bisa tersampaikankepada 

mereka melalui media-media yang dilakukan oleh YARA, setidaknya mereka 

mampu menolong diri mereka sendiri. 

                                                 
68www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 8 januari 2017. 
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2. Strategi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam Meningkatkan Pelayanan 

Kesehatan yang Maksimalterhadap Masyarakat Miskin di RSUDZA 

Banda Aceh. 

 
Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat.Oleh karenanya diperlukan 

strategi yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan.Alasan perlunya strategi tersebut guna memaksimalkan sumber daya 

yang ada untuk pencapaian tujuan secara efisien dan terarah. Pilihan suatu strategi 

yang baik akan memberikan gambaran untuk mewujudkan tujuan suatu  tindakan. 

Melihat kondisi pelayanan kesehatan sekarang, muncul berbagai masalah 

mulai dari tidak jelasnya regulasi, manajemen yang berbelit-belit hingga tidak 

mendapatkan jaminan dari asuransi kesehatan. Adapun kasus yang ditangani oleh 

pihak YARA selama beberapa tahun terakhir memang banyak, namun pada 

kesempatan ini peneliti sampaikan beberapa kasus sebagai data yang diperoleh 

melalui wawancara. 

Dalam beberapa kasus yang terjadi sering kali pihak YARA akan meminta 

kebijakan pemangku wewenang Rumah Sakit sesuai dengan permasalahan yang 

ada. Seperti kasus kecelakaan, maka pihak YARA mencari solusi yang tepat, jika 

memang tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut maka pihak Rumah 

Sakit akan mengarahkan YARA untuk berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan. 

Kasus yang terjadi kepada pasien yang berasal dari Aceh Besar, pasien ini 

menabrak anak kecil yang sedang bermain di jalan dan pelaku terluka parah. 

Pelaku dilarikan ke Rumah Sakit dan harus dioperasi karena mengalami patah 
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tulang kaki. Setelah sembuh pasien tidak diperbolehkan pulang karena harus 

membayar biaya pengobatan dan biaya kamar selama dalam perawatan. Namun, 

pasien tersebut tidak mendapatkan jaminan dari BPJS karena tidak adanya surat 

kecelakaan dari kepolisian. Pihak keluarga pasien sengaja tidak mengurus surat 

kecelakaan dari kepolisisan selain tidak paham bahwa BPJS memintak surat 

kecelakaan dari kepolisian agar pasien mendapatkan jaminan juga karena takut 

dengan alasan bahwa tidak lengkapnya surat-surat  karena ketika kecelakaan itu 

terjadi pelaku meminjam sepeda motor tetangganya.69 

Setelah para advokat YARA berunding dengan pihak Rumah Sakit bahwa 

pasien tersebut tidak mungkin mengurus surat kecelakaan karena semakin 

menyulitkan pasien, akan tetapi usaha ini tidak mendapatkan hasil apapun, pasien 

tetap tidak bisa keluar tanpa membayar semua tagihan Rumah Sakit. Setelah 

beberapa saat kemudian datang direktur YARA (Safuruddin) dan terjadi keributan 

antara pihak YARA dengan pihak Rumah Sakit. Direktur YARA langsung 

menjemput pasien dan membawa pasien untuk dinaikan ke becak  dan pulang ke 

rumah, akhirnya pasien tersebut bisa keluar tanpa membayar tagihan apapun. 

Bukan hanya dalam kasus kecelakaan saja tetapi juga dalam kasus lain, 

kasus ini dialami oleh sekjen YARA sendiri yang terjadi pada November 2016 

lalu, istrinya yang melahirkan bayi prematur dengan proses persalinan secara 

sesar. Namun, setelah satu hari dalam perawatan bayi tersebut meninggal dunia, 

oleh pihak Rumah Sakit bayi tersebut tidak mendapatkan jaminan dari BPJS 

karena belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Dalam aturan yang diatur oleh BPJS 

                                                 
69Wawancara dengan advokat YARA (Miswar), tanggal 13 Januari 2017. 
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bahwa ibu hamil baru bisa mendaftarkan bayinya setelah bayi lahir. Pada kasus 

bayi meninggal ini, BPJS tidak mau menjamin dan orang tua bayi harus 

membayar dengan tagihan sebesar 15 juta. Pihak Rumah Sakit baru bisa 

mengizikan bayi dikeluarkan dari Rumah Sakit apabila semua tagihan sudah 

dibayar. Dalam kasus ini sekjen YARA mendatangi kantor BPJS Kesehatan dan 

juga Dinas Kesehatan Provinsi untuk meminta kebijakan mengenai kasus tersebut 

agar pihak Rumah Sakit tidak rugi dan bayinya mendapatkan jaminan dari BPJS, 

dan menurut pengakuan dari pihak BPJS bahwa kasus seperti ini baru pertama 

kali terjadi, BPJS tidak bisa memberikan jaminan kepada bayi tersebut dengan 

alasan bahwa belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Namun, oleh 

pihak Rumah Sakit tidak ada aturan juga yang mengatur bahwa orang tua bayi 

harus membayar tagihan tersebut. Setelah dikomunikasikan dengan pihak Rumah 

Sakit akhirnya pihak Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas jaminannya dan 

bayi tersebut bisa dikeluarkan dengan syarat bahwa YARA tidak boleh lagi 

menganggu pihak Rumah Sakit.70 

 Kasus alat pendengaran yang terjadi kepada pasien yang berasal dari 

Neuhen Aceh Besar yang membutuhkan alat pendengaran. Pasien ini datang ke 

Rumah Sakit dengan tujuan ingin mendapatkan alat pendengaran, akan tetapi 

setelah sampai di Rumah Sakit dokter merekomendasikan alat pendengaran 

seharga 16 juta, sedangkan pasien hanya mendapatkan jaminan 1 juta berdasarkan 

aturan BPJS. Kemudian kasus ini dilaporkan ke YARA dan YARA menempuh 

jalur hukum dengan tuntutan bahwa BPJS belum mampu memberi jaminan yang 

                                                 
70Wawancara dengan Fakrul Razi (Sekjen YARA) pada tanggal 4 Januari 2017. 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Akhirnya pasien tidak bisa mendapakan alat 

pendengaran tersebut karena YARA kalah dalam pembacaan keputusan dari 

pengadilan.71 

Berdasarkan pengakuan dari pihak Rumah Sakit tentang kasus tersebut 

bahwa pihak Rumah sakit sebenarnya ingin memberikan alat pendengaran 

tersebut, akan tetapi pemberian alat tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang 

mengatur tentang itu. Aturannya tidak mengatur bahwa pasien tersebut bisa 

diberikan alat itu, jika memang dibutuhkan alat itu maka pasien harus membayar 

karena berdasarkan aturan hanya 1 juta yang ditanggung oleh BPJS sedangkan 

alat tersebut mencapai harga 16 juta.72 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur YARA, Safaruddin 

mengatakan bahwa sebenarnya pihak YARA tidak menyetujui integrasi dari 

JKRA ke BPJS karena manajemen yang berbelit-belit.Seperti kasus diatas bahwa 

BPJS hanya menanggung alat pendengaran pasien dengar harga maksimal 1 juta 

sedangkandokter merekomendasikan alat pendengaran dengan harga 16 juta.73 

 Selain itu, juga ada pasien yang menderita tumor di kepala yang 

membutuhkan biaya besar untuk pengobatan di RSUDZA, dokter memberikan 

resep obat kemo yang harus ditebus oleh pasien dengan harga 6 juta dan harus 

dibeli setiap bulan, kemudian pasien menghubungi YARA sambil menangis dan 

Direktur YARA turun langsung membantu pasien. Direktur YARA mengambil 

resep obat tersebut dan mendatangi pihak apoteker agar memberikan obat tersebut 

                                                 
71Wawancara dengan Fakrul Razi (Sekjen YARA) pada tanggal 4 Januari 2017. 
72Wawancara dengan Hamdan (Kabid PelayananMedis) tanggal 19 Januari 2017. 
73Wawancara dengan Safaruddin (Direktur YARA), tanggal 19 Januari 2017. 
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secara gratis, setelah terjadi perdebatan dengan pihak apoteker akhirnya pasien 

tersebut bisa mengambil obat kemo tersebut setiap bulan secara gratis.74 

 Dalam beberapa kasus diatas pihak YARA menggunakan strategi dengan 

cara meminta kebijakan pihak Rumah Sakit terkait permasalahan yang belum ada 

regulasinya dan berdebat dengan cara berargumentasi dalam memperjuangkan 

hak-hak pasien sesuai dengan aturan. 

Menurut pengakuan advokat YARA dan Sekjen YARA, bahwa mereka 

tidak memiliki founding atau tidak berkerjasama dengan pemerintah atau LSM 

lain, jika terjadi permasalahan menyangkut dengan materil pasien maka pihak 

YARA akan mengarahkan pasien untuk meminta kepada Baitulmal Aceh, selama 

ini hal yang seperti ini selalu berhasil dan tidak pernah ditolak oleh pihak 

Baitulamal Aceh. Selain Baitulmal pihak YARA juga meminta bantuan kepada 

pejabat yang berwenang.75 

Kasus yang terjadi pada bulan Mei tahun 2016 ketika seorang pasien 

rujukan RSUDZA ke Medan yang berasal dari Krueng Raya Aceh Besar yang 

terkatung-katung di Rumah Sakit Umum Medan yang kemudian melapor kepihak 

YARA. Ibu pasien menghubungi YARA dan menceritakan kronologi kejadian 

bahwa pasien tidak mendapatkan pelayan yang bagus di Rumah Sakit Medan dan 

mereka tidak mempunyai biaya hidup, hal yang paling tragis adalah keluarga 

pasien tidak makan beberapa hari selama di Medan dikarenakan tidak memiliki 

biaya hidup dan tidak memiliki uang untuk pulang ke Aceh. Oleh pihak  YARA 

                                                 
74Wawancara dengan Safaruddin (Direktur YARA), tanggal 19 Januari 2017. 
75Wawancara dengan Fakrul Rizal dan Miswar tanggal 2 Desember 2016 dan 4 Januari 

2017. 
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setelah mendengar kejadian tersebut langsung menghubungi salah satu anggota 

DPDRI yang bernama Sudirman dan menceritakan kejadian tersebut dan 

kemudian pasien ditanggung oleh Sudirman biaya hidup selama di Rumah Sakit 

Medan dan ongkos pulang ke Aceh dengan total biaya 1 juta.76 

Menurut keterangan salah satu advokat YARA, sebelumnya ada satu 

lembaga yang menjadi donatur ketika YARA membantu masyarakat miskin di 

RSUDZA yaitu Post Kemanusiaan Peduli Umat (PKPO), namun sekarang 

lembaga tersebut tidak lagi menjadi donatur karena mereka tidak memiliki 

anggaran lagi.77 

YARA juga pernah mendapati pasien kanker otak yang tidak mendapatkan 

ruang inap di Rumah Sakit dan tidur di depan IGD, ini terjadi karena pasien 

dianggap pasien biasa yang hanya membutuhkan rawat jalan karena tidak 

dilakukan pemeriksaan secara teliti terhadap pasien sehingga pihak Rumah Sakit 

tidak mengetahui bahwa pasien tersebut adalah pasien kanker otak, ini terjadi 

karena kesalahan dari pihak Rumah Sakit. Seharusnya pihak Rumah Sakit ketika 

pasien masuk ke IGD harus diperiksa sehingga mereka bisa mengetahui yang 

mana pasien yang Cito78 atau pasien yang emergency.Pasien ini baru tertangani 

setelah pihak YARA menghubungi CPOT yang merupakan komunitas kanker 

yang dipimpin oleh Ratna,  Fakrul Razi Sekjen YARA merupakan penasehat 

                                                 
76Wawancara dengan Miswar (Advokat YARA) tanggal 13 Januari 2017. 
77Wawancara dengan Miswar (Advokat YARA) tanggal 13 Januari 2017. 
78Cito bermakna segera. Pasien yang dibawa ke Rumah Sakit dalam kondisi sakit atau 

cidera parah  akan dimasukkan dalam kategori cito yang artinya harus segera ditangani, jika 
ditunda dapat mengancam jiwanya. 
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dilembaga tersebut sampai akhirnya pasien tersebut tertangani. Pasien ini akhirnya 

meninggal dunia sekitar satu bulan yang lalu.79 

Beberapa kasus di atas ditangani oleh YARA dengan cara yang sama yaitu 

dengan cara menghubungkan pasien dengan sistem sumber yang memungkinkan 

sehingga permasalahan pasien dapat teratasi. 

Sekjen YARA sendiri sudah sering melakukan pendampingan keluar kota 

yang merupakan pasien rujukan dari RSUDZA, seperti Atresiabelier80, pasien 

yang tanpa lubang anus yang membutuhkan dana 1 Miliar didampingi hingga 

selesai. Kasus yang terjadi pada pasien yang bernama Dafa Elfira yang harus 

mencangkok hati dari ibunya dan hanya bisa dilakukan di RSCM Jakarta juga 

membutuhkan dana 1 miliar dan pada waktu itu pasien tersebut di RSUDZA 

terkatung-katung tidak ada kepastian kapan dilakukan operasinya karena 

mengingat membutuhkan dana yang sangat besar, hingga akhirnya berhasil 

dirujuk ke RSCM dengan pendampingan YARA. Akan tetapi setelah berhasil 

dilakukan operasi cangkok hati pasien tersebut tidak bertahan lama dan meninggal 

akibat demam panas yang terlalu tinggi.81 

Pengakuan Direktur YARA mengenai pasien atresiabelier dan pasien 

bocor jantung yang di operasi di RSUDZA gagal dan meninggal, kemudian 

YARA melakukan perbandingan dengan Rumah Sakit lain di luar Aceh. tiga 

orang pasien atresiabelier yang di operasi di RSUDZA meninggal dan satu pasien 

lain yang di operasi di Medan selamat  hingga sekarang. Menurut Direktur YARA 

                                                 
79Wawancara dengan Fakrul Razi (Sekjen YARA), tanggal 4 Januari 2017. 
80keadaan tidak adanya atau tertutupnya lubang anus karena pembawaan sejak lahir. 
81Wawancara dengan Fakrul Razi (Sekjen YARA) tanggal 04 Januari 2017. 
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berdasarkan pengalamannya selama menangani pasien di RSUDZA bahwa 

pelayanan yang baik dan bermutu terhadap pasien akan mempengaruhi sistem 

imun pasien karena sugesti dalam diri sendiri sehingga tingkat keberhasilan jauh 

berbeda berdasarkan pembandingnya selama ini. Jadi, menurut direktur YARA 

bahwa pihak RSUDZA selama ini tidak memberikan pelayanan yang bagus 

terhadap pasien karena menurutnya pelayanan yang bagus menentukan tingkat 

keberhasilan terhadap penyembuhan pasien.82 

Beberapa kasus kecelakaan yang didampingi oleh pihak YARA, pertama 

kasus Bima Permadi yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu, kecelakaan itu terjadi 

di daerah makam pahlawan karena berlawanan arah, pasien mengalami patah 

tangan dan patah kaki, setelah terjadi kecelakaan pasien langsung dilarikan ke 

Rumah Sakit dan kemudian keluarga pasien langsung menghubungi YARA. 

Setelah datang sekjen YARA ke Rumah Sakit pihak Rumah Sakit meminta 

kelengkapan administrasi pasien, akan tetapi sekjen YARA mengatakan bahwa 

keselamatan pasien harus lebih diutamakan baru kemudian pihak keluarga pasien 

akan mengurus kelengkapan berkasnya, untuk sementara sebagai gantinya sekjen 

YARA sendiri yang menjadi jaminannya. Pasien ini mendapatkan jaminan dari 

Jasaraharja karena pasien tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan.83 Pasien 

kecelakaan yang terjadi di Aceh Timur tahun 2014, pasien kecelakaan di daerah 

Aceh Timur. Menurut pengakuan keluarga pasien, kronologis kejadian tidak 

diketahui dengan pasti karena setelah terjadi kecelakaan tersebut keluarga pasien 

tidak mengetahui bahwa pasien telah masuk Rumah Sakit akibat kecelakaan 

                                                 
82Wawancara dengan Safaruddin, tanggal 19 Januari 2017. 
83Wawancara dengan keluarga pasien , tanggal 11 April 2017. 
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sedangkan kejadian tersebut sudah masuk koran tapi keluarga tidak 

mengetahuinya. Akhirnya pasien ditemukan oleh salah satu anggota keluarga 

setelah melapor ke kantor polisi. Pasien akhirnya dirujuk ke RSUDZA untuk 

dilakukan perawatan lebih lanjut karena pasien tersebut dalam kondisi parah, 

pasien terkena saraf hingga hilang ingatan. Pengurusan administrasi pasien di 

dampingi oleh YARA hingga pasien selesai operasi dan di pulangkan kembali ke 

kampungnya oleh pihak YARA.84 Selain itu, pasien kecelakaan yang juga berasal 

dari Aceh Timur, pasien ini ditabrak oleh sepeda motor dari belakang dan terkena 

saraf, setelah dibawa ke RSUDZA pasien tidak mendapatkan ruang inap selama 2 

hari, kemudian pihak keluarga pasien menghubungi YARA meminta agar 

mengurus ke Rumah Sakit untuk segera mendapatkan kamar. Pasien ini juga 

didampingi oleh YARA selama di Rumah Sakit mulai dari mendapatkan kamar 

hingga keluar dari Rumah Sakit.  

Kasus pasien kanker hati dan kanker darah yang didampingi oleh YARA 

selama prosen pengobatan di Rumah Sakit, pasien ini selama sebulan di RSUDZA 

tidak mendapatkan pengobatan, pihak Rumah Sakit selalu menunda-nunda dengan 

alasan tidak ada dokter. Awalnya pasien ini dirujuk dari Julok  ke Rumah Sakit 

Idi, selama di Rumah Sakit Idi tidak ada kejelasan diagnosa penyakit pasien, 

keluarga pasien meminta dirujuk ke RSUDZA tapi pihak Rumah Sakit Idi 

mengatakan harus membayar uang jalan sebesar Rp. 300.000, karena keluarga 

pasien tidak ada uang maka pihak keluarga  menghubungi YARA kemudian 

YARA menghubungi Rumah Sakit Idi untuk memberikan Ambulance . Setelah 

                                                 
84Wawancara dengan keluarga Iwan, tanggal 11April 2017. 
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sampai di RSUDZA pasien di diagnosa sakit kanker hati dan kanker darah tapi 

selama satu bulan 5 hari di Rumah Sakit tapi pasien tidak mendapatkan kepastian 

dan pasien dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit, kemudian keluarga pasien 

menghubungi lagi YARA meminta bantuan. Setelah datang pihak YARA ke 

Rumah Sakit dan menanyakan mengapa pasien dikeluarkan sebelum mendapatkan 

pengobatan, Sekjen YARA merobekan surat pengeluaran pasien dan meminta 

pihak Rumah Sakit segera menangani pasien untuk mendapatkan pengobatan, 

setelah beberapa minggu dalam perawatan insentif di Rumah Sakit, pasien mulai 

membaik dan pihak keluarga meminta pulang tidak jadi operasi. Sampai sekarang 

pasien terus membaik.85 

Kasus yang terjadi sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, ada pasien dari daerah 

pedalaman Aceh Singkil yang menderita tumor di kepala, pasien ini diketahui 

oleh direktur YARA melalui media sosial dan kemudian ditelpon oleh pihak 

YARA dan di dampingi oleh pihak YARA hingga dilakukan operasi di RSUDZA. 

Kasus lain juga terjadi terhadap pasien yang mengalami diabetes basah sampai 

hidungnya rusak yang dibantu  oleh YARA, pasien tersebut merupakan keluarga 

miskin yang berasal dari Aceh Utara di daerah pedalaman, pihak YARA 

mengetahui tentang kondisi pasien tersebut dari salah satu berita, kemudian pihak 

YARA menghubungi penulis berita tersebut dan menangani pasien tersebut dari 

mulai mengurus rujukan dari puskesmas asal hingga di bawa ke RSUDZA, dan 

                                                 
85Wawncara dengan orang tua pasien, tanggal 11 April 2017. 
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pasien tersebut mendapatkan pengobatan secara intensif di RSUDZA dengan 

pemantau yang dilakuakan oleh YARA.86 

Kasus bocor jantung, pasien dari Grong-grong Siglie. Pasien ini awalnya 

dirujuk dari Siglie ke RSUDZA, setelah sampai di Rumah Sakit pasien tidak 

mampu ditangani dan harus dirujuk ke RSCM karena bocor jantung yang dialami 

pasien lumayan besar. Pasien menunggu rujukan dari RSUDZA selama satu 

tahun, setelah didampingi oleh YARA baru pasien dilakukan operasi di RSCM 

dengan bantuan YARA. Sebelum operasi pasien berat badan pasien hanya 19 kg 

dengan usia 7 tahun dan sekarang setelah operasi berat badan pasien sudah 32 

kg.87 Strategi yang digunakan oleh YARA dalam menangani kasus di atas adalah 

dengan cara mendampingi pasien yang membutuhkan pendampingan hingga 

masalah terasi dengan baik. 

Berdasarkan pengakuan sekjen YARA, pasien yang paling banyak dibantu 

oleh pihak YARA berasal dari wilayah pantai Timur-Utara dengan penyebab yang 

paling sering karena kecelakaan lalu lintas, dalam kasus kecelakan pihak Rumah 

Sakit tidak bisa mengklaim ke BPJS jika tidak memiliki surat kecelakaan dari 

kepolisian setempat, hal ini paling sering terjadi dan pihak YARA akan 

mengarahkan keluarga pasien untuk diberikan pemahaman bagaimana cara 

mengurus surat kecelakan dari kepolisian dan bagaimana cara mendapatkan 

jaminan dari BPJS agar mereka ditangani oleh Rumah sakit atau mendapatkan 

pengobatan dari Rumah Sakit. 

                                                 
86Wawanacar dengan Safaruddin, tanggal 19 Januari 2017. 
87Wawancara dengan orang tua pasien, tanggal 11 April 2017. 
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Dalam konteks menjalankan fungsi kelembagaannya.YARA pasti tidak 

terlepas dari sebuah strategi karena setiap lembaga pasti punya sebuah tujuan yang 

ingin dicapai sesuai dengan visi misi lembaga tersebut. Sebagaimana yang telah 

dipaparkan dalam kasus-kasus yang sering ditangani oleh YARA selama beberapa 

tahun terakhir, untuk mencapai tujuan tertentu YARA menangani kasus dengan 

beberapa strategi karena fungsi sebuah strategi pada dasarnya adalah sebuah cara 

atau taktik yang harus dilakukan guna mencapai sasaran dan tujuan yang 

diinginkan. Pentingnya strategi adalah untuk membantu dalam usaha 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal di RSUDZA.Setiap lembaga 

memang memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama meningkatkan kualitas 

maupun kuantitas kelembagaannya. Namun, memiliki strategi yang berbeda-beda 

dalam pencapainya. 

Berdasarkan hasil penelitian, kasus-kasus yang ditangani oleh pihak 

YARA menggunakan beberapa strategi yaitu: 

 
1. Meminta kebijakan Rumah Sakit mengenai regulasi yang belum ada terkait 

persamalahan yang ada. 

Dalam beberapa kasus yang ditangani oleh YARA menyangkut kebijakan 

Rumah Sakit, seharusnya manajemen Rumah Sakit bagaimana berkomunikasi 

dengan baik dengan Dinas Kesehatan mengenai apa yang dibutuhkan dan 

bagaimana mencari solusinya. Ada kasus yang ditangani oleh YARA dengan 

caraberunding dengan pihak Rumah Sakit dan memintak kebijakan mengenai 

regulasi yang belum ada terkait permasalahan yang ada. 
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Jika melihat integrasi dari JKRA ke BPJS banyak pihak yang tidak setuju 

karena aturan yang mengikat, aturan BPJS adalah aturan secara nasional yang 

kadang masyarakat kurang mampu dan terbatas secara informasi tidak paham dan 

tidak mengerti.Sebelum beralih ke BPJS, dulu berlaku JAMKESMAS atau JKRA 

yang urusan administrasinya tidak menyulitkan pihak pemegang kartu seperti 

yang terjadi saat ini. Selama berlakunya BPJS banyak muncul permasalah 

kesehatan yang bertentangan dengan aturan BPJS seperti kasus alat pendengaran, 

kasus bayi prematur yang meninggal, dan kasus pasien yang harus membayar 

resep obat kemo yang telah disebutkan diatas. 

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas, 

pihak YARA berusaha keras meskipun tidak mendapatkan hasil yang sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Termasuk mengkaji secara komprehensif terhadap 

berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan diikuti dengan 

regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. 

 
2. Berargumentasi sesuai dengan aturan yang ada. 

Menurut pengakuan pihak YARA, mereka sering berselisih paham dengan 

pihak Rumah Sakit, hampir semua kasus yang ditangin oleh YARA dengan cara 

beradu argumen. Ketika pihak YARA berbenturan dengan aturan yang ada di 

Rumah Sakit ditambah lagi dengan aturan BPJS, maka disinilah sering terjadi 

kegaduhan antara pihak YARA dengan Pihak Rumah Sakit. 
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3. Menghubungkan pasien dengan sistem sumber yang dibutuhkan oleh pasien. 

Permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit sering kali menyangkut 

masalah pendanaan dalam mendapatkan pelayanan atau pengobatan gratis.Pasien 

merupakan masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan terbatas dalam 

mendapatkan akses informasi.Pasien bukan hanya memerlukan pelayanan medis 

yang membutuhkan penanganan dengan segera dan pengobatan tapi juga sering 

kali pasien datang kerumah Sakit tanpa membawa uang untuk biaya hidup selama 

di Rumah Sakit. Menyangkut hal tersebut pihak YARA akan mengarahkan pasien 

untuk meminta dana ke Baitulmal Provinsi sebagai bentuk zakat bagi mereka yang 

termasuk dalam golongan masyarakat kurang mampu dan membutuhkan 

pertolongan.88 Selain Baitulmal juga ada beberapa pihak lain yang sering 

memberikan bantuan kepada pasien yang ditangani oleh YARA. 

 
4. Mendampingi pasien yang membutuhkan pendampingan. 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik, pihak YARA 

biasanya mendampingin pasien yang membutuhkan bantuan hingga selesai demi 

mendapatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat, maka 

perlu dilaksanakan berbagai upaya yang dilakukan secara sistematis, konsisten 

dan terus-menerus. Ada beberapa kasus ditangani oleh YARA dengan cara 

mendampingi pasien yang membutuhkan pendampingan hingga masalah terasi 

dengan baik. 

 

                                                 
88Wawancara dengan Sekjen YARA pada tanggal 4 Januari 2017. 
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5. Memberi pemahaman kepada pasien begaimana cara mendapatkan jaminan 

sehingga Rumah Sakit memberikan pelayanan yang sesuai. 

Dengan adanya edukasi kepada pasien yang diberikan oleh YARA, sedikit 

mengurangi keluhan pasien di Rumah Sakit. Tujuan YARA memberikan 

pemahaman kepada pasien agar pasien  dapat membantu dirinya sendiri. YARA 

tidak hanya melakukan advokasi tetapi juga mencerdaskan keluarga pasien agar 

pasien tidak bergantung dengan YARA.Diharapakan mereka paham dan mengerti 

tentang regulasi, harapannya adalah jika mereka sakit kembali mereka sudah tahu 

dan tidak perlu menghubungi YARA kembali. Harapan yang kedua adalah pasien 

tersebut bisa membantu orang lain sehingga tidak bergantung kepada YARA.89 

Kesalahpahaman dan ketidaktahuan terjadi bukan hanya dari pasien 

saja,akan tetapi juga sering terjadi dari pihak Rumah Sakit yang kurang 

memahami kebutuhan pengobatan pasien berdasarkan diagnosa penyakit.Kasus 

ini terjadi berulang kali terhadap pasien,mereka  yang dirujuk dari daerah ke 

RSUDZA setelah sampai ke RSUDZA sering kali salah rujuk karena pihak 

Rumah Sakit tidak tahu harus merujuk kemana, mereka sering dirujuk ke Poly 

karena ketidaktahuan diagnosa. Makanya ketika pasien dalam kondisi emergency 

(darurat) mereka sering ditolak dan dikeluarkan dari IGD karena alasan mereka di 

rujuk ke Poly dan harus berobat ke Poly. Dengan alasan itu pula banyak pasien 

yang harus tidur di luar di depan IGD karena tidak mendapatkan ruang inap untuk 

pasien tersebut, kejadian yang lebih parah adalah pasien kecelakaan dengan 

kondisi parah dikeluarkan dari IGD karena pihak Rumah Sakit salah 

                                                 
89Wawancara dengan Safaruddin, tanggal 19 januari 2017. 
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mengdiagnosa pengobatan pasien.90 Pasien kecelakaan parah termasuk emergency 

dan membutuhkan penanganan dengan cepat, tapi yang terjadi malah sebaliknya, 

pasien tersebut dikeluarkan dari IGD dan harus dilakukan rawat jalan bukan rawat 

inap.91 

YARA tidak pernah memanjakan pasien dengan memberikan penyelesaian 

secara instan, salah satu strategi YARA menyelesaikan persoalan layanan 

kesehatan di RSUDZA yaitu dengan cara memberi pengetahuan juga mengajari 

pasien agar paham bagaimana cara mereka mempersiapkan bahan-bahan 

administrasi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit agar bisa disampaikan kepada 

tetangga-tetangga mereka. Karena pada dasarnya mereka yang berada di 

pedalaman mereka tidak paham, tidak mengerti bagaimana mendapatkan jaminan 

sosial kesehatan, mereka hanya tahu membawa KK dan KTP untuk mendapatkan 

pengobatan gratis di Rumah Sakit.92Selain mengajarkan dan memberi pemahaman 

kepada pasien bagaimana cara menyelesaikan masalah di Rumah Sakit, juga 

sekaligus mencerdaskan masyarakat, YARA mengadvokasi dan juga 

mengedukasi. 

Disamping itu, YARA ingin agar pemerintah mau melakukan 

pembenahan-pembenahan terkait dengan pelayanan, terkait dengan aturan jika 

memang selama ini integrasi JKRA ke JKN itu terlalu merugikan  masyarakat. 

Begitu juga dengan Rumah Sakit, berdasarkan kabar bahwa RSUDZA telah 

mendapatkan akreditas paripurna dengan bintang 4 tentang pelayanannya, hari ini 

                                                 
90 Wawancara dengan Fakrul Razi, tanggal 4 Januari 2017.  
91Wawancara dengan Safaruddin dan Fakrur Razi, tanggal 4 & 19 Januari 2017. 
92Wawanacara dengan Fakrul Razi (Sekjen YARA) tanggal 4 Januari 2017. 
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Rumah Sakit ingin menuju pelayanan internasional. Namun, di RSUDZA juga 

banyak perawat dan dokter yang melayani pasien tidak sepenuh hati.Menurut 

informasi yang diperoleh dari pihak YARA bahwa antara pasien yang didampingi 

oleh YARA dengan pasien yang tidak didampingin oleh YARA mendapatkan 

perlakukan yang berbeda di Rumah Sakit. Pihak YARA pernah menjumpai pasien 

kecelakaan yang dibawa ke RSUDZA dalam keadaan kotor, pihak rumah sakit 

tidak mau langsung menangani akan tetapi pasien tersebut disuruh mandi dulu 

setelah bersih baru di obati. Ini kondisi yang miris di Instansi pelayanan kesehatan 

pemerintah.93 

 
6. Memberikan rekomendasi kepada pasien yang ditangani oleh YARA. 

Strategi yang baru dilakukan oleh YARA yaitu dengan cara memberikan 

rekomendasi sebagai bahan kelengkapan berkas administrasi di Rumah Sakit. 

Berdasarkan pengakuan dari direktur YARA bahwa strategi ini sangat efektif, 

pihak YARA tidak perlu mendampingi pasien di Rumah Sakit akan tetapi cukup 

dengan rekomendasi atau pihak YARa hanya menelpon pihak Rumah Sakit agar 

menangani pasien yang direkomendasi oleh YARA. 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Wawancara dengan Fakrul Razi (Sekjen YARA) tanggal 4 Januari 2017 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Menurut data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, pasien yang paling 

banyak ditangani oleh YARA ialah pasien dengan kasus kecelakaan, rata-rata 

pasien yang berasal dari wilayah pantai Timur-Utara dengan permasalahan yang 

berbeda-beda mulai dari kasus kecelakaan, atresiabelier, cangkok hati dan 

sebagainya. Yang menjadi latar belakang YARA dalam meningkatkan pelayanan 

yang maksimal di RSUDZA ialah mengacu kepada Undang-undang Kesehatan, 

selain itu juga berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi pelayanan kesehatan 

yang buruk. YARA berusaha meringankan beban moril maupun materil yang 

dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu ketika membutuhkan pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada 

masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan tuntutan peraturan yang ada, ini 

menjadi tujuan salah satu program YARA. Maka berdasarkan regulasi yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah, YARA berusaha mewujudkan implimentasi aturan 

tersebut agar masyarakat mampu mengakses layanan kesehatan yang baik sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Strategi itu muncul ketika ada permasalahan, dan masalah kesehatan yang 

ditangani oleh YARA berbeda antara satu masalah dengan masalah lain sehingga 

memunculkan banyak strategi, diantaranya: 
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1. Meminta kebijakan Rumah Sakit mengenai regulasi yang belum 

ada terkait persamalahan yang ada. 

2. Berargumentasi sesuai dengan aturan yang ada. 

3. Menghubungkan pasien dengan sistem sumber yang dibutuhkan 

oleh pasien. 

4. Mendampingi pasien yang membutuhkan pendampingan. 

5. Memberi pemahaman kepada pasien begaimana cara mendapatkan 

jaminan sehingga Rumah Sakit memberikan pelayanan yang 

sesuai. 

6. Memberikan rekomendasi kepada pasien yang ditangani oleh 

YARA. 

 
B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan serta kesimpulan yang telah 

peneliti uraikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu : 

 
1. Kepada Advokat dan Lembaga 

Disarankan kepada lembaga dan para advokat YARA agar tetap 

melaksanakan program advokasi di bidang kesehatan dengan tujuan ingin 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai dengan Undang-undang 

Kesehatan. Dalam hal ini diharapkan kepada lembaga, staf maupun advokat agar 

membuat data tertulis atau dokumentasi baik dalam bentuk soft copy maupun hard 

copy yang dapat dijadikan bukti sebagai bentuk perkembangan lembaga maupun 

para advokat. 
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2. Kepada Rumah Sakit 

Disarankan kepada pihak Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda 

Aceh agar dapat menunjukkan sikap yang lebih baik lagi kepada pasien khususnya 

pasien BPJS yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sikap yang diberikan sangat 

diharapkan bagi setiap pasien karena dengan sikap yang baik memberikan 

pengaruh positif bagi kesembuhan pasien. RSUDZA sebagai fasilitas kesehatan 

yang ditunjuk oleh pemerintah seharusnya bisa memberikan pelayanan kesehatan 

yang bagus untuk semua lapisan masyarakat. Untuk kemajuan bersama, Pasien 

diharapkan lebih bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi keluhan terhadap 

pelayanan yang didapat dari pihak Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin. 

 
3. Kepada pemerintah 

 Disarankan kepada Pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan 

pelaksanaan Program integrasi dari JKRA ke JKN kepada masyarakat miskin, 

karena program ini dapat meningkatkan akses masyarakat miskin di bidang 

pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Program JKN/BPJS dapat ditingkatkan dengan 

cara menambah kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

miskin. Selain itu penambahan sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas 

maupun Rumah Sakit perlu ditingkatkan agar masyarakat miskin dapat merasakan 

pemenuhan hak kesehatan mereka sebagai warga negara secara maksimal. 

 Selain itu, diharap juga kepada pemerintah provinsi agar mau membenahi 

aturan-aturan yang dianggap merugikan dan mepersulit masyarakat dalam 

mengakses kesehatan. Pemerintah seharusnya menyediakan pekerja sosial medis 

dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan adanya 
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pekerja sosial medis diharapkan dapat mengurangi resiko dari guncangan dan 

kerentanan kesehatan kepada pasien. 

 
4. Kepada masyarakat 

 Disarankan kepada masyarakat miskin pengguna Program JKN/BPJS 

untuk berani mempertanyakan kinerja pegawai secara langsung apabila dirasakan 

tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena pelayanan kesehatan dari Rumah 

Sakit pada dasanya merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pihak 

Rumah Sakit. 
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Observasi dan Wawancara: 
 

Wawancara dengan Fakrul Razi (Sekjen YARA), tanggal 04 Januari 2017. 

Wawancara dengan Miswar (Advokat YARA), tanggal 15 Desember 2016 dan 13 
Januari 2017. 

 
Wawanacara dengan Hamdan (Kabid Pelayanan Medis RSUDZA), tanggal 19 

Januari 2017. 

Wawancara dengan Safaruddin (Direktur YARA), tanggal 19 Januari 2017. 
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Wawncara dengan keluarga pasien melalui telpon, tanggal 11 April 2017. 

Observasi di RSUDZA tanggal 19 Januari 2017. 

 



 


